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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 136 /PMK.01/2018
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
232/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan,
telah ditetapkan pedoman tata naskah dinas di
lingkungan Kementerian Keuangan yang mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah,

pedoman penyusunan Tata Naskah Dinas bagi lembaga
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Mengingat

negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah,
perguruan tinggi negeri, dan/atau Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya mengacu
pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi
antar unit organisasi di lingkungan Kementerian
Keuangan dengan penggunaan Naskah Dinas elektronik,
perlu mengatur kembali ketentuan pedoman tata naskah
dinas di lingkungan Kementerian Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian

Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata
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Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian
Keuangan dalam rangka menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
Tata Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat TND
adalah pengelolaan Naskah Dinas yang mencakup
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan serta media
yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
Administrasi Umum  adalah rangkaian kegiatan
administrasi yang meliputi TND, penamaan lembaga,
singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang
perkantoran.

Instansi adalah lembaga negara, kementerian/lembaga,
pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
Pihak Lain adalah perseorangan, kelompok orang, badan
hukum, dan organisasi di luar Instansi.

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda
Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Logo Kementerian Keuangan adalah gambar dan huruf

sebagai  identitas = Kementerian @ Keuangan  yang
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dituangkan dalam bentuk segilima sama sisi yang berisi
gambar gada terletak vertikal di tengah, di sebelah kiri
dan kanan gambar padi dan kapas, diapit oleh gambar
sayap, dan di bawahnya gambar pita bertuliskan Nagara
Dana Rakca.

Penandatangan Naskah Dinas adalah pejabat yang
menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab kedinasan pada jabatan

yang bersangkutan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur pedoman

TND yang berlaku di Kementerian Keuangan, yang meliputi

ketentuan mengenai:

a.
b.

C.

jenis dan format Naskah Dinas;

penyusunan Naskah Dinas;

penggunaan Lambang Negara, Logo Kementerian
Keuangan, dan cap dinas dalam Naskah Dinas;
penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
pengelolaan Naskah Dinas; dan

pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pedoman TND di lingkungan Kementerian

Keuangan sebagai berikut:

a.

tercapainya kesamaan = pengertian, bahasa, dan
penafsiran penyelenggaraan TND;

terwujudnya keterpaduan pengelolaan TND dengan unsur
lainnya dalam lingkup Administrasi Umum;

tercapainya kelancaran komunikasi tertulis yang efektif
dan efisien antar unit organisasi di lingkungan
Kementerian Keuangan, dan unit organisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan dengan Instansi atau

Pihak Lain dalam penyelenggaraan urusan tertentu
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dalam pemerintahan;

kemudahan pemantauan (monitoring) pemrosesan Naskah
Dinas;

tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
TND; dan

mengurangi frekuensi terjadinya inefektivitas pemrosesan

penyelenggaraan TND.

BAB III
ASAS TATA NASKAH DINAS

Pasal 4

Asas yang harus diperhatikan dalam TND meliputi:

a. asas efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan TND
perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam
penulisan, penggunaan ruang atau lembar Naskah
Dinas, spesifikasi informasi, serta dalam
penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan
lugas;

b. asas pembakuan, yaitu Naskah Dinas diproses
berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah
dibakukan;

c. asas pertanggungjawaban, yaitu penyelenggaraan
TND dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi,
penulisan, format, prosedur, kearsipan,
kewenangan, dan keabsahan;

d. asas keterkaitan, yaitu kegiatan penyelenggaraan
TND dilakukan dalam satu kesatuan sistem
administrasi umum;

e. asas kecepatan dan ketepatan, yaitu Naskah Dinas
harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu,
dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural,
dan distribusi; dan

f. asas keamanan, yaitu TND harus aman dalam
penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang

berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi.
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BAB IV
PENYUSUNAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Susunan Naskah Dinas

Pasal 5

Penyusunan Naskah Dinas di lingkungan Kementerian

Keuangan harus mengacu pada Peraturan Menteri ini, kecuali

Naskah Dinas yang diatur secara khusus dengan dan/atau

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

setingkat atau lebih tinggi dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Susunan Naskah Dinas terdiri atas:

(1)

(2)

(3)

kepala Naskah Dinas;
batang tubuh Naskah Dinas; dan
kaki Naskah Dinas.

Paragraf 1
Kepala Naskah Dinas

Pasal 7

Kepala Naskah Dinas terdiri atas:
a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan;

dan
b. kepala Naskah Dinas unit organisasi.
Kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menggunakan Lambang Negara yang diikuti tulisan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada:
a. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Menteri

Keuangan,;
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b. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana
Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) Menteri
Keuangan; dan

c. Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat
yang diberikan mandat untuk dan atas nama
Menteri Keuangan menandatangani Naskah Dinas
berkenaan.

Kepala Naskah Dinas wunit organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan Logo

Kementerian Keuangan, nama unit organisasi, dan

alamat unit organisasi.

Kepala Naskah Dinas wunit organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) digunakan pada Naskah Dinas

yang ditandatangani oleh pejabat/pegawai di lingkungan

Kementerian Keuangan, selain yang telah diatur pada

ayat (3).

Kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan dan

kepala Naskah Dinas unit organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format
tercantum dalam Lampiran [ huruf A yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Lambang Negara berwarna kuning emas digunakan pada
Naskah Dinas Kementerian Keuangan sebagai tanda
pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi
yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat
lain untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Ukuran dan bentuk Lambang Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I
huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.
Pasal 9

Ketentuan penggunaan Logo Kementerian Keuangan

dalam Naskah Dinas meliputi:
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. logo Kementerian Keuangan digunakan pada-seluruh
Naskah Dinas yang diterbitkan setiap unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. logo wunit organisasi di lingkungan Kementerian
Keuangan hanya digunakan untuk dokumen teknis
yang ketentuan penggunaannya diatur tersendiri
dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Ukuran dan bentuk Logo Kementerian Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10
Penomoran Naskah Dinas digunakan untuk
mendapatkan  kejelasan dan kemudahan  dalam
mengenali suatu Naskah Dinas.
Penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:
a. kode Naskah Dinas; dan
b. kode unit organisasi.
Kode Naskah Dinas dan kode unit organisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam
bentuk huruf dan angka sebagai tanda pengenal dan
identifikasi terhadap jenis Naskah Dinas dan wunit
organisasi yang menerbitkan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penomoran Naskah
Dinas di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris

Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
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Paragraf 2
Batang Tubuh dan Kaki Naskah Dinas

Pasal 11

Batang tubuh dan kaki Naskah Dinas disusun sesuai dengan

jenis Naskah Dinas.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 12

Kode penunjuk digunakan untuk mengetahui konseptor
Naskah Dinas dan lokasi penyimpanan atas keseluruhan
Naskah Dinas beserta verbal konsep Naskah Dinas.

Kode penunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan pada Naskah Dinas dan verbal, yang
diletakkan di margin kiri bawah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penulisan kode
penunjuk pada Naskah Dinas di lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Ketentuan Penulisan Naskah Dinas

Pasal 13
Ketentuan penulisan dalam Naskah Dinas, meliputi:

a. nomor halaman;

b. jarak spasi;

c. paragraf;

d. penggunaan huruf;

€. sifat Naskah Dinas;

f. tujuan Naskah Dinas;
g. kata sambung;

h. lampiran;

[

pernyataan penutup;

ruang tanda tangan;

—.

k. penentuan ruang/batas tepi;

1. warna tinta;
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(2)

(3)

-10-

m. penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
dan

n. penggunaan singkatan dan akronim.

Ejaan yang digunakan di dalam Naskah Dinas mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan penulisan
dalam Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Naskah Dinas

Pasal 14

Naskah Dinas menurut jenisnya terdiri atas:

(1)

(2)

Naskah Dinas arahan;
Naskah Dinas korespondensi; dan

Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua

Naskah Dinas Arahan

Pasal 15
Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf a memuat kebijakan pokok atau
kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan
dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan
setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum
yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.
Naskah Dinas arahan, terdiri atas:
a. Naskah Dinas pengaturan;
b. Naskah Dinas penetapan; dan

c. Naskah Dinas penugasan.
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Paragraf 1

Naskah Dinas Pengaturan

Pasal 16
Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a peraturan;
b. pedoman;

petunjuk pelaksanaan;

o o

surat edaran; dan

e. standar operasional prosedur.

Pasal 17
Ketentuan mengenai Naskah Dinas pengaturan yang
berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri
Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan
Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit
Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 18

(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
merupakan naskah dinas yang memuat acuan yang
bersifat umum di lingkungan Kementerian Keuangan
yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk
operasional/teknis.

(2) Penyusunan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada penyusunan peraturan perundang-
undangan yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan
Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri
Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I,
dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan terkait.
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Pasal 19

(1) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf ¢ merupakan naskah dinas pengaturan
yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk
urutan pelaksanaannya, serta  wewenang dan
prosedurnya.

(2) Penyusunan  petunjuk  pelaksanaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penyusunan
peraturan perundang-undangan yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan,
Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit
Organisasi Eselon [, dan Keputusan Pimpinan Unit
Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan

dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 20

(1) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
huruf d merupakan Naskah Dinas yang memuat
pemberitahuan mengenai ketentuan dalam suatu
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
dianggap penting dan mendesak untuk segera
dilaksanakan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat edaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21
Ketentuan mengenai Naskah Dinas pengaturan yang
berbentuk standar operasional prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pedoman
penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan

Kementerian Keuangan.
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Paragraf 2

Naskah Dinas Penetapan

Pasal 22

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) huruf b yang berlaku di lingkungan
Kementerian Keuangan berupa Keputusan.

Ketentuan mengenai Naskah Dinas penetapan berupa
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan
Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan,
Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan
Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan terkait.

Paragraf 3

Naskah Dinas Penugasan

Pasal 23

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

(1)

(2)

instruksi;
surat perintah; dan

surat tugas.

Pasal 24
Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a
merupakan Naskah Dinas yang memuat perintah,
petunjuk dan/atau arahan mengenai pelaksanaan
kebijakan suatu ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai format instruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
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(1)

(2)

(1)

(2)

-14-

Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25
Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
huruf b merupakan Naskah Dinas yang dibuat dan
ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang
kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah dalam
lingkup unit yang bersangkutan, yang memuat detil
perintah yang harus dilakukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat perintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf
¢ merupakan Naskah Dinas yang dibuat dan
ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang
kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas,
dengan memuat detil penugasan yang harus dilakukan
berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi atau
kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format
surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 27

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b, terdiri atas:

a. Naskah Dinas korespondensi intern;

b. Naskah Dinas korespondensi ekstern; dan
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c. surat undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 1

Naskah Dinas Korespondensi Intern

Pasal 28
Naskah Dinas korespondensi intern sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yang berlaku di
lingkungan Kementerian Keuangan berupa nota dinas.
Nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Naskah Dinas intern di lingkungan
Kementerian Keuangan yang dibuat dan ditandatangani
oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksanaan tugas,
fungsi, dan tanggung jawab jabatan/kedinasan untuk
menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan,
permintaan, penyampaian pendapat atau komunikasi
yang ditujukan kepada:
a. atasan;
b. pejabat yang setingkat; dan/atau
c. bawahan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format
nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

Pasal 29

Naskah Dinas korespondensi ekstern sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yang berlaku di
lingkungan Kementerian Keuangan berupa surat dinas.

Surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Naskah Dinas ekstern untuk pelaksanaan
tugas dan fungsi organisasi atau pejabat, yang memuat
informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan,

permintaan, penyampaian Naskah Dinas atau barang,
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atau hal kedinasan lainnya kepada Instansi dan Pihak
Lain di luar Kementerian Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format
surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Surat Undangan

Pasal 30

Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf c¢ merupakan Naskah Dinas yang memuat
undangan kepada pejabat, pegawai, dan/atau pihak
terkait lainnya, baik di dalam maupun di luar unit
pengundang, untuk menghadiri suatu acara kedinasan
tertentu, seperti rapat, sosialisasi, dan pertemuan.
Bentuk surat undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa undangan dan kartu undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format
surat undangan dan kartu undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Naskah Dinas Khusus

Pasal 31

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf c, terdiri atas:

a.

o

moo a0

surat perjanjian;
surat kuasa;
berita acara;
surat keterangan;
surat pengantar;

pengumuman;
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laporan;
telaahan staf;
notula; dan

lembar ralat.

Pasal 32

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf a merupakan Naskah Dinas yang berisi
kesepakatan bersama mengenai objek yang mengikat
antara kedua belah pihak atau lebih untuk
melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum
yang telah disepakati bersama.

Ruang lingkup surat perjanjian meliputi:

a. perjanjian dalam negeri; dan

b. perjanjian internasional.

Dalam menyusun surat perjanjian, perlu memperhatikan

hal berikut:

a. masing-masing naskah perjanjian diletakkan di
dalam map resmi sesuai dengan peruntukannya;
dan

b. jumlah rangkap dari naskah perjanjian disesuaikan
dengan jumlah pihak yang menandatangani
perjanjian.

Perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a merupakan kerja sama Kementerian

Keuangan dengan Instansi atau Pihak Lain, yang dibuat

dalam bentuk kesepahaman bersama, perjanjian kerja

sama, atau bentuk lain, yang disepakati para pihak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan format

surat perjanjian dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV huruf A yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b merupakan perjanjian dalam bentuk dan

nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional
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dan dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan
kewajiban di bidang hukum publik.

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan surat perjanjian
internasional, mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai perjanjian internasional

dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 33

Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf b merupakan Naskah Dinas yang berisi pemberian
wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/
perseorangan atau pihak lain, untuk dan atas nama
pemberi kuasa melakukan suatu tindakan tertentu untuk
kedinasan.

Dalam menyusun surat kuasa, perlu dibuat dalam
2 (dua) rangkap, rangkap kesatu untuk penerima kuasa
dan rangkap kedua untuk pemberi kuasa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan contoh
format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf ¢ merupakan Naskah Dinas yang berisi uraian
tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan yang harus
ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35
Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf d merupakan Naskah Dinas yang berisi informasi

mengenai penjelasan suatu hal peristiwa/keadaan atau
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seseorang, dari pejabat di lingkungan Kementerian
Keuangan untuk keperluan kedinasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV huruf D yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36
Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf e merupakan Naskah Dinas yang digunakan untuk
mengantarkan /menyampaikan barang atau naskah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai format surat pengantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV huruf E yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf f merupakan Naskah Dinas yang memuat
pemberitahuan yang ditujukan baik kepada
pejabat/pegawai di dalam lingkungan Kementerian
Keuangan maupun masyarakat umum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai format pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV huruf F yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g
merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan
tentang pelaksanaan suatu kegiatan atau terjadinya
suatu peristiwa, dan dibuat terpisah dengan Naskah
Dinas pengantar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV huruf G yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 39

Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

huruf h merupakan bentuk uraian yang disampaikan

oleh penelaah yang memuat analisis singkat dan jelas
mengenai suatu persoalan/pendapat/ide/usulan dengan
memberikan alternatif pemecahan/jalan keluar.

Dalam memproses telaahan staf sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), pegawai yang bersangkutan perlu

memperhatikan langkah berikut:

a. membuat konsep telaahan staf;

b. melakukan koordinasi dengan semua pihak atau
instansi yang terkait dengan persoalan dan
pemecahan persoalan yang dihadapi;

c. melakukan penyempurnaan/perbaikan konsep
telaahan staf berdasarkan hasil koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga
telaahan staf yang dibuat telah mendapatkan
analisis, pertimbangan, dan pengembangan yang
cukup berdasarkan pemikiran yang logis dan
objektif; dan

d. menyampaikan telaahan staf secara lengkap dengan
melampirkan bukti pendukung kepada
pimpinan/atasan pembuat telaahan secara
berjenjang dan pejabat terkait, dengan
menggunakan Naskah Dinas korespondensi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai format telaahan staf

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran IV huruf H yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40
Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i
merupakan catatan singkat (ringkas) mengenai jalannya
rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan,
disampaikan kepada para peserta rapat dengan Naskah

Dinas korespondensi.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai format mnotula
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV huruf | yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

Lembar ralat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf j merupakan Naskah Dinas yang memuat
perbaikan yang dilakukan karena terjadi salah
pengetikan atau salah cetak sehingga tidak sesuai dengan
naskah aslinya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai format lembar ralat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV huruf J yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Naskah Dinas Bersama

Pasal 42

Naskah Dinas bersama merupakan alat komunikasi

penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dilaksanakan secara bersama antara dua unit organisasi
atau lebih.

Ketentuan mengenai penyusunan Naskah Dinas bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai

berikut:

a. nama unit organisasi dan alamat pada kepala
Naskah Dinas merupakan nama dan alamat unit
organisasi inisiator atau yang memimpin (lead);

b. penomoran dimulai dengan unit inisiator atau yang
memimpin (lead) dilanjutkan dengan unit lain sesuai
dengan urutan organisasi yang diletakkan di bawah
penomoran unit inisiator;

c. penandatanganan Naskah Dinas dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:
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1. unit inisiator atau yang memimpin (lead) di
sebelah kanan;

2. unit lain di sebelah kiri unit inisiator atau yang
memimpin (lead);

3. dalam hal unit lain lebih dari satu, unit ketiga
diletakkan di baris kedua dari kiri ke kanan
sesuai dengan urutan organisasi; dan

4. dalam satu baris terdapat paling banyak dua

penandatangan.

Bagian Keenam

Tembusan

Pasal 43

Tembusan merupakan salinan Naskah Dinas yang

disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional

terkait dengan substansi materi Naskah Dinas.

Selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

setiap Naskah Dinas yang ditandatangani menggunakan

mekanisme atas nama (a.n.) atau untuk beliau (u.b.) juga
harus ditembuskan kepada pejabat pemberi mandat.

Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) ditulis sebagai berikut:

a. kata tembusan ditulis lengkap diawali dengan huruf
kapital di margin kiri bawah yang diikuti tanda baca
titik dua (:);

b. tidak diberi garis bawabh;

c. frase “Kepada Yth.” atau “Disampaikan kepada Yth.”
tidak perlu dicantumkan, dan tidak perlu
ditambahkan tujuan penyampaian tembusan;

d. setelah penulisan pejabat yang diberikan tembusan,
tidak diakhiri tanda baca dan kata penghubung; dan

e. pencantuman tembusan harus memperhatikan
kepentingan Naskah Dinas ditembuskan kepada

pejabat terkait.
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Bagian Ketujuh

Naskah Dinas Lainnya

Pasal 44
Naskah Dinas yang format, materi, dan kegunaannya telah
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi atau sederajat, ketentuan penyusunannya
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berkenaan.

BAB VI
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Pasal 45

(1) Naskah Dinas elektronik merupakan Naskah Dinas yang
dituangkan dalam media elektronik sebagai alat
komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima
oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan
Kementerian Keuangan.

(2) Borang Acu/ Templat (Template) merupakan format baku
Naskah Dinas Elektronik.

(3) TND elektronik merupakan pengelolaan Naskah Dinas
Elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi.

Pasal 46

(1) Pengguna TND elektronik meliputi seluruh pejabat dan
pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang
memiliki akun dan kata sandi yang diberikan oleh unit
yang melakukan pengelolaan teknologi informasi dan
komunikasi pusat di lingkungan  Kementerian
Keuangan.

(2) Pengguna TND elektronik memiliki kewenangan untuk
menandatangani Naskah Dinas elektronik.

(3) Penandatanganan Naskah Dinas elektronik dengan
tanda tangan elektronik tersertifikasi disamakan

kedudukannya dengan pemenuhan tanda tangan.
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Persetujuan melalui aplikasi elektronik oleh pejabat
sampai dengan dua tingkat di bawah pejabat
penandatangan Naskah Dinas elektronik disamakan

kedudukannya dengan pemenuhan paraf.

Pasal 47

Ketentuan mengenai TND elektronik diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VII
PEMROSESAN DAN PENGELOLAAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Pemrosesan Naskah Dinas

Paragraf 1
Media/Sarana Naskah Dinas

Pasal 48
Media/sarana Naskah Dinas merupakan alat untuk
merekam informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk
media konvensional (kertas) dan/atau media elektronik.
Media konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kertas; dan
b. sampul
Ukuran, warna, kualitas, penulisan alamat pengirim dan
tujuan mengacu pada ketentuan mengenai identitas
perlengkapan kantor Kementerian Keuangan.
Penjelasan lebih lanjut atas penggunaan media
konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Paragraf 2

Penanganan Naskah Dinas Masuk

Pasal 49
Naskah Dinas masuk merupakan semua Naskah Dinas
yang diterima oleh unit tata usaha/sekretariat/unit lain
yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan.
Penanganan Naskah Dinas masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan
sebagai berikut:
a. penerimaan;
b. pencatatan;
c. penilaian;
d. pengolahan; dan
e. penyimpanan.
Penjelasan lebih lanjut atas tahapan penanganan Naskah
Dinas masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Penanganan Naskah Dinas Keluar

Pasal 50
Naskah Dinas keluar merupakan semua Naskah Dinas
yang akan dikirim dari unit tata usaha/sekretariat/unit
lain yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan
kepada pejabat yang tercantum pada tujuan Naskah
Dinas.
Penanganan Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai
berikut.
a. pengolahan;
b. pencatatan;
c. penggandaan;
d. pengiriman; dan

e. penyimpanan.
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Penjelasan lebih lanjut atas tahapan penanganan Naskah
Dinas keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tercantum dalam Lampiran V huruf C yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4
Penggunaan Cap Dinas

Pasal 51
Cap dinas merupakan tanda pengenal yang sah dan
berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, yang
dibubuhkan pada ruang tanda tangan dan digunakan
untuk pengabsahan Naskah Dinas.
Cap dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:
a. cap jabatan; dan
b. cap instansi.
Format bentuk dan ukuran cap dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V
huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, dan penggunaan
cap dinas masing-masing unit di lingkungan Kementerian
Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang ditandatangi oleh Sekretaris Jenderal

untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 52

Cap dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat
digandakan untuk mempercepat pelayanan dan
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Penggandaan cap dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diusulkan oleh pimpinan unit organisasi Eselon I
atau pimpinan unit organisasi berkenaan pada organisasi
non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan kepada
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
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Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan
Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas
penggunaan cap dinas di lingkungan unit kerjanya

masing-masing.

Paragraf 5

Distribusi Naskah Dinas

Pasal 53

Pendistribusian Naskah Dinas dilengkapi dengan daftar
distribusi yang berisi susunan nama jabatan yang dibuat
oleh pejabat unit tata usaha/sekretariat/unit lain yang
menyelenggarakan fungsi ketatausahaan, dan digunakan
sebagai pedoman pendistribusian Naskah Dinas.
Pendistribusian Naskah Dinas dengan sifat sangat
rahasia dan rahasia perlu dikendalikan dengan
penomoran salinan Naskah Dinas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian Naskah
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
tercantum dalam Lampiran V huruf E yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6
Ralat Naskah Dinas

Pasal 54

Ralat merupakan perbaikan yang dilakukan terhadap
sebagian materi Naskah Dinas melalui lembar ralat.
Ralat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh:
a. pejabat yang menandatangani Naskah Dinas; atau
b. pejabat setingkat lebih rendah untuk dan atas nama

pejabat yang menandatangani Naskah Dinas

berkenaan.
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Bagian Kedua

Pengelolaan Naskah Dinas

Pasal 55
Pengelolaan Naskah Dinas meliputi:
a. penyelenggaraan;
b. koordinasi;
Cc. sarana;

d. jawaban terhadap Naskah Dinas korespondensi yang

masuk;
e. waktu penandatanganan Naskah Dinas
korespondensi

f.  penanganan Naskah Dinas dengan tingkat
keamanan tertentu;

g. kewenangan penandatanganan Naskah Dinas;

h. rujukan; dan

i.  disposisi.

Penjelasan lebih lanjut atas ketentuan pengelolaan

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tercantum dalam Lampiran V huruf F yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Semua unit organisasi di lingkungan Kementerian
Keuangan harus menyesuaikan petunjuk pelaksanaan
TND yang telah ditetapkan pada unit organisasi masing-
masing dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Petunjuk pelaksanaan TND sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon
[ atau pimpinan unit organisasi berkenaan pada
organisasi non Eselon setelah mendapatkan persetujuan

terlebih  dahulu dari Sekretaris Jenderal yang
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ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan untuk dan atas nama Sekretaris

Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1217);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2015
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1019); dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.01/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2151),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 /PMK.01/2018

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PENYUSUNAN NASKAH DINAS

A. Kepala Naskah Dinas terdiri atas:
1. Kepala Naskah Dinas Jabatan Menteri Keuangan
Kepala Naskah Dinas dengan Nama Jabatan Menteri Keuangan
dituangkan dalam kertas dengan Lambang Negara dan ditambahkan
2 (dua) baris tulisan secara simetris dengan huruf kapital, yang pada
baris pertama berupa tulisan MENTERI KEUANGAN dan pada baris
kedua tulisan REPUBLIK INDONESIA.

2. Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi
Kepala Naskah Dinas Unit Organisasi dicetak dengan menggunakan
jenis dan ukuran huruf sesuai dengan tingkatan organisasi, yaitu:
a. Kantor Pusat
1) Berlaku ketentuan penulisan sebagai berikut:
a) tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
dengan Arial 13, dan dicetak tebal;
b) tulisan nama unit organisasi Eselon I atau unit Non
Eselon yang setara dengan unit
organisasi Eselon I, dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
c) tulisan nama unit organisasi Eselon II atau unit Non
Eselon yang setara dengan unit
organisasi Eselon II, dengan Arial 11, dan dicetak tebal;
d) alamat instansi, dengan Arial 7;
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e) garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan
lebar ruang penulisan Naskah Dinas dengan ukuran
tebal 1 % pt; dan

f) dalam hal nama kantor pusat cukup panjang dapat
ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai dengan
kaidah dan peraturan perundang-undangan

2) Kepala Naskah Dinas di lingkungan kantor pusat

Kementerian Keuangan disusun sesuai format sebagai

berikut:

a) Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Staf Khusus

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG DJUANDA | LANTAI 0, JALAN DR WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3448230 (20 SALURAN) PESAWAT 7303, 3305003
FAKSIMILE (021) 3503000, SITUS www kemenkeu.go id

b) Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Pimpinan pada

Unit Non Eselon yang setara dengan Unit Eselon I

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR |, JAKARTA 10790, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3448230 (20 SALURAN) FESAWAT 2410, 3052143
FAKSIMILE (021) 3544704; SITUS www kamenkau go id
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c) Pimpinan Unit Organisasi Eselon II atau Pimpinan
pada unit Non Eselon yang setara dengan unit

Eselon 11

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUNG DJUANDA | LANTAI 10 17, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR |, JAKARTA 10790, XOTAK POS 21
TELEPON (021) 3040865, 3045023; FAKSIMILE (021) 3040263; SITUS www. kemenkeu.go.id

Kantor Wilayah
1) Berlaku ketentuan penulisan sebagai berikut:

a) tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
dengan Arial 13, dan dicetak tebal;

b) tulisan nama unit organisasi Eselon I, dengan Arial 11,
dan dicetak tebal;

c) tulisan nama instansi vertikal kantor wilayah, dengan
Arial 13, dan dicetak tebal;

d) alamat instansi, dengan Arial 7;

e) garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan
lebar ruang penulisan Naskah Dinas dengan ukuran
tebal
1% pt; dan

f) dalam hal nama kantor wilayah cukup panjang dapat
ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai dengan
kaidah dan peraturan perundang-undangan.
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Kepala Naskah Dinas di lingkungan kantor wilayah disusun
sesuai format sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

JALAN D1 PANJAITAN NOMOR 24, KALIMANTAN SELATAN
TELEFOM {0511) 344212, 3512404; FAKSIMILE (05311 331240% SITUS www. dpbr kemenkeu go id

c. Kantor Pelayanan

1)

Berlaku ketentuan penulisan sebagai berikut:

a) tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
dengan Arial 13, dan dicetak tebal;

b) tulisan nama unit organisasi Eselon I, dengan Arial 11,
dan dicetak tebal;

c|] tulisan nama instansi vertikal kantor wilayah, dengan
Arial 11, dan dicetak tebal;

d) tulisan nama instansi vertikal kantor pelayanan, dengan
Arial 13, dan dicetak tebal;

e] alamat instansi, dengan Arial 7;

fj pgaris pemisah horisontal dengan panjang sama dengan
lebar ruang penulisan Naskah Dinas dengan ukuran
tebal 1 % pt; dan

gl dalam hal nama kantor pelayanan cukup panjang dapat
dituli= dengan singkatan dan akronim sesuai dengan
kaidah dan peraturan perundang-undangan.
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2) Kepala Naskah Dinas di lingkungan kantor pelayanan

disusun sesuai format sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PROVINSI BANTEN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SERANG

JL RAYA CLEGON KM 3, DRANGONG, TAKTAKAN, KOTA SERANG. BANTEN 42102
TELEPON (0234) 296301; FAKSIMILE (0254) 216302 SITUS www.dkn. kemenkeu.go.d

d. Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab kepada
Pimpinan Unit Eselon I
1) Berlaku ketentuan penulisan sebagai berikut:

a) tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
dengan Arial 13, dan dicetak tebal;

b) tulisan nama unit organisasi Eselon I atau yang setara,
dengan Arial 11, dan dicetak tebal;

c) tulisan nama instansi unit pelaksana teknis, dengan
Arial 13, dan dicetak tebal;

d) alamat instansi, dengan Arial 7;

e) garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan
lebar ruang penulisan Naskah Dinas dengan ukuran
tebal 1 % pt; dan

f) dalam hal nama unit pelaksana teknis cukup panjang
dapat ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai
dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan.
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2) Kepala Naskah Dinas untuk Unit Pelaksana Teknis yang
bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Eselon I disusun
sesuai format sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN
PERPAJAKAN

JALAN BUDIINO ., RT IVRW 12, KEBON JERUK, JAXARTA 11330
TELEPON (024) 3544212, 3512404; FAKSIMILE (024) 351240%; SITUS www . Dpodp kemenkeu 0o id

e. Unit Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab kepada
Pimpinan Unit Eselon II
1) Berlaku ketentuan penulisan sebagai berikut:

a) tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
dengan Arial 13, dan dicetak tebal;

b) tulisan nama unit organisasi Eselon I atau yang setara,
dengan Arial 11, dan dicetak tebal;

c) tulisan nama unit organisasi Eselon II, dengan Arial 11,
dan dicetak tebal;

d) tulisan nama unit pelaksana teknis, dengan Arial 13,
dan dicetak tebal;

e) alamat instansi, dengan Arial 7;

f) garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan
lebar ruang penulisan Naskah Dinas dengan ukuran
tebal 1 % pt; dan

g) dalam hal nama unit pelayanan teknis cukup panjang
dapat ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai

dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan
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2) Kepala Naskah Dinas untuk disusun Unit Pelaksana Teknis
yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Eselon II

disusun sesuai format sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA SURABAYA

JALAN NDRAPURA JAYA NO 3, KREMBANGAN SEL KREMBANGAN. SURABAYA 00173
TELEPON (031) 3544212 3512404; FAKSMMILE (024) 351240% SITUS waw kpiikbenn. kemenikeu goid

Kepala Naskah Dinas Untuk Tim Kerja
a. Berlaku ketentuan penulisan sebagai berikut:

1) tulisan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan
Arial 13, dan dicetak tebal;

2) tulisan nama Tim Kerja, dengan Arial 11, dan dicetak tebal;

3) alamat instansi, dengan Arial 7;

4) garis pemisah horisontal dengan panjang sama dengan lebar
ruang penulisan Naskah Dinas dengan ukuran tebal 1 % pt;
dan

b. Kepala Naskah Dinas untuk Tim Kerja disusun sesuai format
sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN PUSAT

A ™
:.. J /
‘-;.: :‘,3
AT
: ] GEDUNG DJUANDA | LANTAI 0, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10740, KOTAK POS 21

TELEPON (021) 3445230, PESAWAT 0153, FAKSIMILE (021) 3040441
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B. Lambang Negara
1. Ketentuan terkait penempatan Lambang Negara dalam kertas,
berlaku sebagai berikut:

a. diletakkan di tengah margin bagian atas kepala Naskah Dinas,
dengan tinggi 21,50 mm dan lebar 20,24 mm sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dengan posisi simetris di tengah kertas yang berjarak 20 mm dari
tepi atas kertas dan berada di tengah tulisan nama jabatan.

2. Tulisan nama jabatan dicetak tebal dengan huruf kapital terletak 5

mm di bawah Lambang Negara.

Contoh Lambang Negara

C. Logo

1. Bentuk Logo Kementerian Keuangan berupa segi lima sama sisi,
dengan ukuran tiap sisi minimal 14 mm dan maksimal 17 mm,
disesuaikan dengan banyaknya baris pada Kepala Naskah Dinas.

2. Dalam hal terdiri dari 4 baris atau lebih maka menggunakan Logo
Kementerian Keuangan dengan ukuran 17 mm.

3. Logo Kementerian Keuangan yang digunakan pada Naskah Dinas
berwarna hitam.
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D. Penulisan Kode Penunjuk (Kp.)

Kp. : $J.2/SJ.23/2018
» Kode penunjuk

» Kode Unit Organisasi Konseptor
(satu tingkat di bawah pejabat
penandatangan)

» Kode Unit Penyimpan Berkas

—— Tahun

Penjelasan:
1) Kode penunjuk ditulis Kp.
2) SJ.2 =Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan selaku konseptor

Naskah Dinas yang ditandatangani Sekretaris Jenderal
3) SJ.23 =Bagian Ketatalaksanaan I selaku unit yang menyimpan
berkas
4) 2018 = Tahun
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E. Ketentuan Penulisan dalam Naskah Dinas
1. Nomor halaman Naskah Dinas

Nomor halaman Naskah Dinas ditulis dengan menggunakan nomor

urut angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas

dengan membubuhkan tanda hubung (-} sebelum dan setelah nomor,
kecuali halaman pertama Naskah Dinas atau halaman Naskah Dinas
yang menggunakan kepala Naskah Dinas tidak perlu mencantumkan
nomor halaman.

2. Ketentuan Jarak Spasi

Dalam penentuan jarak spasi, perlu diperhatikan aspek keserasian

dan estetika, dengan menyeimbangkan banyaknya isi Maskah Dinas,

yaitu:

a. Jarak antara bab dan judul bab 2 [dua) spasi;

b. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara bariz pertama dan
kedua 1 (satu) spasi;

c. Jarak antara judul bab dan subjudul bab 4 (empat) spasi;

d. Jarak antara subjudul dan uraian 2 (dua) spasi; dan

e. Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Paragraf

a. Paragraf Naskah Dinas merupakan sekelompok kalimat
pernyataan yang berkaitan satu dengan yang lain yang
merupakan satu kesatuan.

b. Fungsi paragraf untuk mempermudah pemahaman penerima,
memisahkan atau  menghubungkan  pemikiran  dalam
komunikasi tertulis. Pemaragrafan ditandai dengan takuk, yaitu
t 6 (enam) ketuk atau spasi.

4. Penggunaan Huruf

a. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 7,
9, 11, dan 13 [untuk penggunaan komputer) atau huruf Pica
apabila menggunakan mesin ketik elektronik.

b. Jenis huruf sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku
untuk Naskah Dinas berupa peraturan dan keputusan termasuk

lampiran dari peraturan atau keputusan berkenaan.
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c. Ketentwan jenis huruf untuk peraturan dan keputusan
sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur tersendiri dalam
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai
pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan
Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan wunit Eselon I, dan
Keputusan Pimpinan unit Eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan.

3. Sifat Naskah Dinas

a. Sifat Naskah Dinas terdiri atas:
1) Tingkat keamanan

a) Sangat Rahasia (SE), yaitu tingkat keamanan isi
Naskah Dinas yang apabila diketahui oleh pihak yang
tidak berhak, dapat membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa;

b} Rahasia (R), yaitu tingkat keamanan isi Naskah Dinas
yang berhubungan erat dengan keamanan dan
keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah
atau jatuh ke tangan yang tidak berhak negara akan
dirugikan;

c| Terbatas (T, yaitu tingkat keamanan isi Naskah Dinas
yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak
dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian Keuangan;

d] Biasa disingkat (B), yaitu tingkat keamanan isi suatu
Naskah Dinas yang tidak termasuk ke dalam butir a, b
dan c, tetapi itu tidak berarti bahwa isi Naskah Dinas
dengan tingkat keamanan (B) dapat disampaikan
kepada yang tidak berhak untuk mengetahui.

2) Kecepatan penyampaian

a) Sangat Segera, vaitu Naskah Dinas  harus
diselesaikan/dikirim /disampaikan pada hari yang
sama setelah ditandatanganinya Naskah Dinas
tersebut dengan batas waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) jam dalam hari kerja;
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b} Segera, yaitu Naskah Dinas harus
diselesaikan / dikirim /disampaikan dalam waktu paling
lama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam dalam
hari kerja;

c| Biasa, yaitu Naskah Dinas harus
diselesaikan/dikirim/disampaikan dalam waktu paling
lama 3 X 24 [tiga kali dua puluh empat) jam dalam hari
kerja.

b. Ketentuan penulisan sifat Naskah Dinas:

1} Penulisan sifat Naskah Dinas dapat digabung antara tingkat
keamanan dengan kecepatan penyampaian.

2) Khusus untuk kecepatan penyampaian dan tingkat
keamanan biasa, sifat surat tidak perlu dicantumkan pada

Naskah Dinas

6. Tujuan Naskah Dinas

a. Naskah Dinas ditujukan kepada nama jabatan pada unit
organisasi yang dituju.

b. Naskah Dinas tidak dapat ditujukan kepada identitas yang tidak
individual, misalnya kantor, kementerian, lembaga, dan
sebagainya;

c. Naskah Dinas yang ditujukan kepada pejabat
pemerintah f pejabat negara ditulis paling sedikit dengan urutan
sebagai berikut.

1] nama jabatan;

2] alamat;

3) kota diikuti kode pos.
Contoh:

ir Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia !

i Jalan Dr. Wahidin Momor 1 i

1 Jakarta 10710 i

d. Penggunaan Untuk Perhatian (u.p.)

Alamat Naskah Dinas dengan menggunakan istilah u.p. (untuk

perhatian) dipunakan untuk keperluan berikut:

1) untuk mempercepat penyelesaian Naskah Dinas yang
diperkirakan cukup dilakukan oleh pejabat atau staf

tertentu di lingkungan unit organisasi penerima surat;
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2) untuk mempermudah pendistribusian oleh wunit tata
usaha/sekretariat penerima Naskah Dinas kepada pejabat
yang dituju atau untuk mempercepat penyelesaiannya
sesuai dengan maksud surat;

3) untuk mempercepat penyelesaian Naskah Dinas karena
tidak harus menunggu kebijakan langsung pimpinan unit

organisasi.

Contoh Penggunaan Untuk Perhatian (u.p.)

E Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia :
u.p. '
; Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan :
i Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
' Jakarta 10710 :

.....................................................

Kata Sambung

a. Kata sambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda
bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika
Naskah Dinas lebih dari satu halaman) dan ditulis pada akhir
setiap halaman, pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah
halaman, dengan urutan: kata penyambung dan tiga buah titik.

b. Kata penyambung diambil persis sama dari kata pertama
halaman berikutnya.

c. Jika kata pertama dari halaman berikutnya itu menunjuk pasal
atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung
juga harus dituliskan sama.

d. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.
Ketentuan mengenai Kata Sambung tidak berlaku untuk Naskah
Dinas berupa peraturan dan keputusan karena diatur tersendiri
dalam ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan,
Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan unit Eselon
I, dan Keputusan Pimpinan unit Eselon 1 di lingkungan

Kementerian Keuangan.
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Contoh penulisan kata sambung:

g <4——Nomor  halaman  di
tengah atas

Implementasi ... <+— Kata di kanan bawah

kata pertama pada halaman 5 baris paling atas kiri merupakan
implementasi kebijakan...dan seterusnya

o
Implementasi kebijakan ...

8. Penulisan Lampiran pada Naskah Dinas
a. Jika Naskah Dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran
harus diberi nomor urut dengan angka Romawi, dengan
ketentuan penulisan sebagai berikut:

1) Untuk Naskah Dinas arahan, format lampiran merupakan
bagian yang menyatu yang terletak pada pojok kanan atas
kertas halaman pertama;

2) format lampiran Naskah Dinas selain Naskah Dinas arahan
terdiri atas:

a) baris pertama berisi tulisan LAMPIRAN;

b) baris kedua tulisan jenis Naskah Dinas dan diikuti nama
jabatan yang menerbitkan;

c) baris ketiga tulisan Nomor dan diikuti tanda baca titik
dua (:);

d) baris keempat tulisan Tanggal dan diikuti tanda baca titik
dua (:).

3) Tulisan LAMPIRAN menggunakan huruf Arial 11, sedangkan
jenis Naskah Dinas, nomor, dan tanggal menggunakan
ukuran huruf lebih kecil dari kata LAMPIRAN, yaitu Arial 9.

4) Lampiran harus ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang.
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Untuk Naskah Dinas peraturan dan keputusan, format lampiran
mengikuti ketentuan dan/atan peraturan perundang-undangan
mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan,
Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit
Organisasi Eselon I, dan Keputuszan Pimpinan Unit Organisasi
Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Contoh Naskah Dinas yang memiliki lampiran:
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Contoh Penulisan Lampiran pada Surat Tugas

LAMPIRAM

Surat Tugas Kepala Biro Organta

Nomor @ 5T-.../5). 22018
Tanggal : .... Januar 2018

DAFTAR MAMA PESERTA DIKLAT PENGADAAN BARANG/JASA

Mao. MamaMIP Pangkal/ Jabatan
Golongan
1. Nur Eko Budiantoro/ Pembina / IVa Kepala Bagian
19710601 199803 1 001 Ketatalaksanaan |
2. Dedi Riswandi/ Penata Tk. IV 1l d Kasubbag Organisasi 1A
19780620 200212 1 001
3 Bayu Murcahyono C.P.J Penata / lll Kasubbag
19840509 200901 1 006 Ketatalaksanaan 1A
4, F. Eko Yulianto/ Penata / llic Kasubbag
19760701 200212 1 001 Ketatalaksanaan 1A
H Siddiq Syahputra/ Penata Muda Tk.l/' | Pelaksana
19840408 201012 1 002 | N
KEPALA BIRO,
{tanda tangan)

DIMI KUSUMAWATI
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Contoh Penulisan Lampiran Untuk Naskah Dinas yang Memiliki

Lampiran Lebih Dari Satu

LAMPIRAN 11

Mota Dinas Kepala Biro Organta
Momor : ND-__J5J.212018
Tanggal : ... Januar 2018

JENIS LAYANAN UNIT ESELON Il SEBAGAI OBYEK PELAKSANAAN SURVEI

No. Unit Eselon 11 Jenis Layanan Keterangan

Kepala Biro,

(tanda tangan)

Dini Kusumawati
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9. Pernyataan Penutup
Pernyataan penutup dalam Naskah Dinas disampaikan dengan
maksud untuk memberikan penekanan akhir pada isi Naskah Dinas
dengan cara yang sopan dan dengan harapan agar penerima surat
merasa dihargai dan bersedia menanggapi isi surat dengan lebih
baik.
Contoh Pernyataan Penutup:
"Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima
kasih.”

10. Ruang Tanda Tangan
a. Petunjuk Umum

1) Ruang tanda tangan ditempatkan di margin kanan bawah
sekurang-kurangnya 2 (dua) spasi setelah baris kalimat
terakhir.

2) Baris terpanjang pada tanda tangan maksimal sebanyak 41
(empat puluh satu) huruf/karakter, apabila lebih ruang
tanda tangan dapat dituliskan dalam 2 (dua) baris.

b. Cara Penulisan

1) Nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak
boleh disingkat, kecuali pada formulir ukuran kecil,
misalnya kartu atau identitas instansi.

2) Nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua (setelah
an. atau u.b.) boleh disingkat, misalnya Sesmen, Karo
Organta, atau Sesditjen Anggaran.

3) Nama jabatan pada Naskah Dinas arahan ditulis dengan
huruf kapital diakhiri dengan tanda baca koma |(,),
sedangkan Naskah Dinas selain itu ditulis dengan huruf
awal kapital diakhiri tanda baca koma (,).

4) Ruang tanda tangan 3 (tiga) atau 4 (empat) spasi.

5) Jarak ruang tanda tangan dengan tepi kanan kertas lebih
kurang 3 cm, sedangkan dengan tepi kiri disesuaikan
dengan baris terpanjang.

6) Sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang,
terlebih dahulu pada sebelah kiri dan kanan nama pejabat
diparaf oleh pejabat sampai dengan dua tingkat Eselon di
bawah pejabat penandatangan.
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c. Contoh penulisan ruang tanda tangan:
1) Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas arahan Menteri

Keuangan ditulis dengan huruf kapital.
MENTERI KEUANGAN,

(tanda tangan)

SRI MULYANI INDRAWATI

2) Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas arahan yang
ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau atau pimpinan
pada Unit non Eselon yang setara dengan unit Eselon I a.n.

Menteri Keuangan.

an. MENTERIKEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
(tanda tangan)

HADIYANTO

3) Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas arahan yang
ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau atau pimpinan
pada unit Non Eselon yang setara dengan unit Eselon I.
SEKRETARIS JENDERAL,

(tanda tangan)

HADIYANTO
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4

5)

6)

7)

-50-

Ruang tanda tangan pada Naskah Dinas selain Naskah

Dinas arahan dan nota dinas.

Sekretaris Jenderal,

{tanda tangan)

Hadiyanto

Ruang tanda tangan pada Naskah
ditandatangani atas nama.

a.n. Sekretaris Jenderal,

Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,

{tanda tangan)

Dini Kusumawati

Ruang tanda tangan pada Naskah

ditandatangani untuk beliau.
Sekretaris Jenderal

u.b.
Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,

(tarda tangan)

Dini Kusumawarti

Dinas wyang

Dinas wyang

Ruang tanda tangan pada nota dinas tanpa atas nama

(tarda tangan)

Dini Kusumawarti
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8] Ruang tanda tangan pada nota dinas untuk beliau
Kepala Biro
w.b.
Kepala Bagian Ketatalaksanaan |,

(tanda tangan)
M. Eko Budiantoro

9) Ruang tanda tangan untuk pelaksana tugas (Plt.)] dan
pelaksana harian (Plh.)
Plh. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,

{tanda tangan)

Humaniati

11. Penentuan Ruang/Batas Tepi

Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat

pada peralatan yang digunakan untuk membuat Naskah Dinas,

yaitu:

a. ruang tepi atas, apabila menggunakan kepala Naskah Dinas,
sekurang-kurangnya 1 cm dari baris pertama kepala Naskah
Dinas, dan apabila tanpa kepala Naskah Dinas, sekurang-
kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;

b. ruang tepi bawah, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi bawah
kertas;

c.  ruang tepi kiri, sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi kiri kertas;
ruang tepi kanan, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan
kertas.

12. Warna Tinta

a. Tinta yang digunakan untuk penulisan Naskah Dinas berwarna
hitam.

b. Tinta untuk penandatanganan Naskah Dinas berwarna hitam
atau biru tua.

c. Tinta warna merah hanya dipunakan untuk penulizsan tingkat
keamanan surat Rahasia dan Sangat Rahasia.
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d.

-52-

13. Penggunaan Bahasa

14.

Tinta warna ungu digunakan untuk cap dinas.

Bahasa yang digunakan dalam Naskah Dinas harus jelas, tepat, dan

menguraikan maksud, tujuan, dan isi naskah,

sehingga perlu

diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baku,

baik dan benar, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.

Penggunaan Singkatan dan Akronim

Dalam penyebutan nama jabatan dan nama unit organisasi di

lingkungan Kementerian Keuangan dapat digunakan singkatan dan

akronim sebagai berilkut.

Akronim Nama Jabatan

No. Nama Jabatan Akronim
1. | Menteri Keuangan Menkeu
2. | Wakil Menteri Keuangan Wamenkeu
3. | Sekretaris Jenderal Sesjen

4. | Direktur Jenderal Dirjen

5. | Kepala Badan Kaban

6. | Inspektur Jenderal Irjen

7. | Kepala Biro Karo

8. | Sekretaris Direktorat Jenderal Sesditjen
9. | Sekretaris Inspektorat Jenderal Sesitjen
10.| Sekretaris Badan Sesban
11.]| Kepala Pusat Kapus
12.| Kepala Kantor Wilayah Kakanwil
13.| Kepala Bagian Kabag
14.| Kepala Subdirektorat Kasubdit
15.| Kepala Bidang Kabid

16.| Kepala Subbagian Kasubbag
17.]| Kepala Seksi Kasi

18.| Kepala Subbidang Kasubbid
19.| Kepala Urusan Kaur

20.| Kepala Subseksi Kasubsi
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Singkatan dan Akronim Nama Unit Organisasi

Nama Unit Organisasi

Singkatan

Akronim

Kementerian Kenangan

Kemenkeu

Sekretariat Jenderal

Setjen

Direktorat Jenderal

Ditjen

I

Inspektorat Jenderal

Itjen

Direktorat Jenderal Anggaran

of o

Direktorat Jenderal Pajak

=]

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

o) =

Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara

Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan

DJPK

Direktorat Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko

DJPPR

Badan Kebijakan Fiskal

BEKF

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan

BFFK

Selkretariat Direktorat Jenderal

Setditjen

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Setitjen

Selkretariat Badan

Sethan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusdiklat

Pusat Sistem Informasi dan

Teknologi Keuangan

Pusintek

Pusat Harmonisasi dan Analisis

Kebijakan

Pushaka

20.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan

FPFPK

21.

Pusat Layanan Pengadaan Secara

Elektronik

PLPSE

Sekretariat Pengadilan Pajak

Set. PP

23.

Sekretariat Komite Pengawas

Perpajakan

Set. Komwasjak

24,

Sekretariat Komite Stabilitas Sistem

Keuangan

Set. KSSK
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No Nama Unit Organisasi Singkatan Akronim
35.| Pusat Pengolahan Data  dan | PPDDP
Dokumen Perpajakan
26.| Kantor Wilayah Kanwil
27.] Unit Pelaksana Teknis UPT
28.| Kantor Pengelolaan Teknologi | KPTIK-BEMN
Informasi dan Komunikasi dan
Barang Milik Negara
29.| Kantor Pelayanan Pajak KPP
30.| Kantor Pengolahan Data dan | KPDDP
Dokumen Perpajakan
31.| Kantor Pengolahan Data Eksternal KPDE
32.| Kantor Layanan Informasi dan |KLIP
Pengaduan
33.]| Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan | KPZKP
Konsultasi Perpajakan
34.| Kantor Pelayanan Utama Bea dan | KPUBC
Cukai
35.| Kantor Pengawasan dan Pelayanan | KPPFBC
Bea dan Cukai
36.| Pangkalan Sarana Operasi Pangsarop
37.| Balai Pengujian dan Identifikasi | BPIB
Barang
38.| Kantor Pelayanan Perbendaharaan KPPN
Negara
39.| Kantor Pelayanan Kekayaan Negara | KPKNL
dan Lelang
40.| Balai Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat
Keuangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 /PMK.01/2018

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS ARAHAN

A. Surat Edaran
Susunan Surat Edaran, terdiri atas:
1. Kepala Surat Edaran, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi;

b. alamat pejabat yang dituju ditulis di margin kiri;
tulisan Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

d. nomor Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris
dan merujuk pada ketentuan mengenai pemberian kode dan
nomor Naskah Dinas Kementerian Keuangan;

e. kata tentang diletakkan di bawah nomor Surat Edaran, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris;

f.  judul Surat Edaran diletakkan di bawah kata tentang, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris.

2. Batang Tubuh Surat Edaran, meliputi:

a. Umum, memuat alasan tentang perlunya dibuat Surat Edaran;

b. Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan
diterbitkannya Surat Edaran;

c. Ruang Lingkup, memuat ruang lingkup Surat Edaran;

Dasar, memuat peraturan perundang-undangan dan/atau
kebijakan lain yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran;
dan

e. Uraian, memuat materi yang dianggap penting dan mendesak.

3. Kaki Surat Edaran, meliputi:

a. tempat dan tanggal penetapan;

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf
kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
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c. tanda tangan pejabat yang menetapkan;
nama lengkap pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf

kapital dan tanpa mencantumkan gelar;
e. cap dinas digunakan sesuai dengan ketentuan cap instansi dan

cap jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
f. tembusan apabila diperlukan.
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FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH

MENTERI KEUANGAN

Yth. 1. ...
A
dst

A, Umum

B. Maksud dan Tujuan

C. Ruang Lingkup

D. Dasar

dan seterusnya.

Tembusan:
1.

2. ..

3. dst

Kp. . BNSJ 2372010

5

SURAT EDARAN
NOMOR SE-.../ME.01/...

TENTANG

Ditetapkan di .....................
pada tanggal .....................

MENTERI KEUANGAM,
(tanda tangan dan cap dinas)

MAMA LENGKAP

Lambang Kegara
beraarma luning
EMas dan nama
Jabatan yang t=lah
dicelak

Penomoran yang
berurutan dalam
=aiu tafun Ekwim

Judul Surat Edaran
ditulls desngan hunt
kaptal

Daflar nama
Pejabal yang
manerima Surak
Edaran

Memuat alasan
teriang perlunya
dietapian Sura
Edaran

Mamuat peraturan
vang menjadl dasar
ditetapkannya Surat
Edaran

Mamiuat
pemiberiiahuan
lentaing hal lertesnby
yang dianggap
penting dan
merdesak

Hota sesual

alamat inskans! dan
tanggal penanda-
tanganan

Mama jabatan dan
rama lengiap ditulls
dengan funuf kapital

Daftar rama Pejabak
yang menesima
Tembusan Sural
Edaran
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FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI
ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN

\E
" L8

SURAT EDARAN
NOMOR SE-.../ME1/...

Lambang Kegara
beraarma luning
EMas dan nama

Jabatan yang tslah
dicelak

Penomoran yang
berurutan dalam

:: sabu ahun takwim

Judul Sural Edaran
TENTANG ditulls dengan huruf
TR T R T T T T, lwul
Ciaftar nama
Yih. 1. .. e —
' — menerima Surat
dst Edaran
A Umum
Memuai alasan
tentang perdunya
ditetapkan Surak

B. Maksud dan Tujuan Edaran

C. Ruang Lingkup

Memuat peraturan

yang menjadl dasar
dit=tapkannya Surat
Edaran

M=miuat
pemberiahuan
lentang hal lertenby
vang diarggap
penting dan
mendesak

dan seterusnya.

Koia sasual
alamat instansi dan
tanggal penanda-

tanganan

Ditetapkan di .....................
pada tanggal .........cccccoenee.

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JEMDERAL,

(tanda tangan dan cap dinas)

Hama jabatan dan

nama lengicap
ditulls dengan hund
kampital
MAMA LENGKAP

Tembusan:

1. Diafar nama Pejabat

- Vang meEnerima
Tembusan Surat

3. Dst Edaran

Kp. . 5NEJ 320148
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FORMAT SURAT EDARAN PEJABAT ESELON [ ATAU PIMPINAN PADA UNIT

NON ESELON YANG SETARA DENGAN UNIT ESELON I

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDOMESIA

Yth. 1. ..
2. ...
dst

AL Umum

5 MakSUd danTujuan

dan seterusnya.

Tembusan:
1.

2. ..

3. dst

Ko : SAEL. IS

SEKRETARIAT JENDERAL
SURAT EDARAN
NOMOR SE-../SJ/...

TENTANG

Ditetapkan di
pada tanggal

SEKRETARIS JENDERAL,
(tanda tangan dan cap dinas)

MAMA LENGKAP

Logo Hementerian
Heuangan dan nama
unit organisasi
Eselon |

Penomoran yang
berurutan dalam satu

j fabun takwim

Judul Surad Edaran
ditulis dengan Funuf

}_:: kapital

Daftar nama
Pejabat yang

menerima Surat
Edaran

Memuat alasan
ftertang periurya
ditetapian Surat
Edaran

Memuat peraburan
yang menjadl dasar
ditetapkannya Surat
Edaran

Kiemusat
pemibariahuan
bentang ral tertanbu

yang dianggap
peniing dan
mendesak

Kola sesual

alamat instarsd dan
tanpgal penarda-
langanan

ditulis dengan hunal
Ecapital

Mama jabatan dan
i nama lengkap

Daftar nama
Pejabat yang
menerima
Temnbusan Surat

Edaran
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FORMAT SURAT EDARAN PEJABAT ESELON Il KANTOR PUSAT ATAU
PIMPINAN PADA UNIT NON ESELON YANG SETARA DENGAN UNIT ESELON 11

Logo Kemerierian
HsLangan dan
rama unit
organisasi Essdon |

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDOMESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGAMISAS] DAN KETATALAKSANAAN

PeEnamoran yang
Dberuruian dalam sabu
ahun akwim

SURAT EDARAN
MOMOR SE-.../5J.2/... }

:I Judul Surat Edaran
TENTANG ]_ diulls dergan Funf

Eapital

f Daftar nama Pejabat
Yth. 1. .. yang mensima Surat

2. ... Edaran

Memuat alasan
tentang periurya
dietapian Surat
Edaran

B. Maksud dan Tujuan

Kemual peraburan
yang menjad dasar

C. Ruang Lingkup } ditetapkannya Surat

Edaran

D. Dasar

bentang hal tertenbu
yang dianggap
penting dan
mendesak

dan seterusnya.

Ditetapkan di ... Hisa mousl

alamal instarsd damn
pada tamggal ...l tangaal penarda-
langanan

SEKRETARIS JENDERAL,

{tanda tangan dan cap dinas)

Mama jabatan dan
NAMA LENGKAP | rama ao

ditulis dengan hunal

Eapital
Tembusan:
j [
Daftar nama
2. dst Pejabat yang
menerima
Tembusan Surai

Ko : SLEN. 32018

Edaran
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FORMAT SURAT EDARAN KEPALA KANTOR WILAYAH

Logo Kemenierian
Ksuangan dan nama
unit organisasi Esslon |
sevta kamnwil
bersangkutan

KEMENTERIAN KELUAMGAN REPUBLIK INDOMESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA BARAT DAN JAMEI K

Penomoran yang
besurutan dalam satu
taihun takwim

SURAT EDARAN
NOMOR SE-../WPJ.I...

Judul Sural Edaran

TENTANG } ditulls dengan huruf

Daftar nama Pejabat
yang menerima Surat
Edaran

AL Umum

——
= lemtal ri
B. Maksud dan Tujuan uE:eI;nk;: sﬂﬁ
RS ELEEAAEES SRS ELE Edaran

c. HLIEI'IQ UI'IQH.LIP Memuat peraturan
D T e P yang merjadl dasar

dietap&annya Surat
D. Dasar : Echarai

Memuat
pembearitabuan
fieriang hal terentu
yang dianggan
penting dan
mendesak

Ditetapkan di
Kot |
pada tanggal nla::liifanﬂ dan
tanggal penarda-
KEPALA KANWIL. tanganan

Hama jabatan dan
nama kengkap dibulis

dengan hurw! kaphal

{tanda tangan dan cap dinas)

MAMA LENGKAP

Tembusan: Daftar nama Pejabat
1 Yang menerima
: Tembusan Sural
Z . Edaran
3. dst

Ko - BD. B0 2010
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FORMAT SURAT EDARAN KEPALA KANTOR/BALAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI SABANG

SURAT EDARAN
NOMOR SE-..WBC.01/KPP.MP.O1/...
TENTANG
Yth. 1. ...
2 ...
dst
A, Umum
B. Maksud dan Tujuan
C. Ruang Lingkup
D. Dasar
E..
dan seterusnya.
Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA KANTOR,

{tanda tangan dan cap dinas)

MAMA LENGKAP

Tembusan:
1.

2 ..

3. dst

Kp. - KFP.MP.01 PP MP.001 012018

Logo Kemenierian
Ksuangan dan nama
unit arganisasi Eselon
I, karmeil saria

kan borfbalal
bersargkuian

Penomoran yang
berurutan dalam satu
takiun taioaim

: Judul Surat Edaran

dibulis dengan hund

}': kapital

¥

Caaftar nama Pajabat
yang menerima Surat
Edaran

Memual alasan
tentang perdunya
detapkan Surat
Edaran

Memuat peraturan
yang menjadl dasar
ditetapkannya Surat
Edaran

} Memuat
pemberiiahuan
tenlang hal lerleniu
¥ang dianggan

penting dan
mandesak

}% Hota sesual
alamat nstansi dan

tanggal penanda-
tanganan

Hama jabatan dan
nama kengkap dibulis

dengan huruf kaphal

Daftar nama Pejabat

yang mersrima

Tembusan Surat
Edaran
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FORMAT SURAT EDARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

I
Logo Kemenierian
Ksuangan dan nama
unit arganisasi Eselon
I, karmeil saria
kan borfbalal
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA perEangkLian
DIREKTORAT JEMDERAL PAJAK
PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN o

Penomoran yang
benuwulan dalam satu
lafur Eicaim

SURAT EDARAN
NOMOR SE-.../DDP/...

Judul Surat Edaran
difulis dengan hunat

TENTANG .

Yth. 1.

Caftar nama Fejabat
yang menesima Surat
Edaran

b

o

AL Umum

Memual alasan
tentang perdunya
detapkan Surat
Edaran

B. Maksud dan Tujuan

Memuat peraturan
yang merisdl dasar

dietapannya Surat
i Edaran

pemberftahuan
lentang hai terentu
yang dianggap
penting dan
mendesak

C. Ruang Lingkup

D. Dasar

dan seterusnya.
Ditetapkan di
pada tanggal

}% Hota sesual
alamat nstansi dan

tanggal penanda-
tanganan

KEPALA,

Hama jabatan dan
nama kengkap dibulis

dengan huruf kagphal

{tanda tangan dan cap dinas)

MAMA LENGKAP

Tembusan:

1.
2
3.

dst

Kp. - DODF/DOP. 172018

Daftar nama Pejabat
yang mersrima
Tembusan Surat
Edaran
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FORMAT SURAT EDARAN DENGAN JUMLAH HALAMAN LEBIH DARI SATU

;
,gx

Lambang Kegara
berwama kuning
=mas dan nama
|aibatan yarg elah
=Ll

Pencmaran yarg
berunutan dalam
satu tabun lakwim

SURAT EDARAN }
NOMOR SE-.../ME.01/...

Judul Sural Ed:
TENTANG e Gerigan fan
Yth. 1. ... } Daflar nama Pefabat
2 yang meEnsima Surat
— e
dst )
A Umum

Memuat alasan
tentang pesiunya
ditetapkan Sural
Edaran

B. Maksud dan Tujuan
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2.

C. Ruang Lingkup

Mesmuat peraturan
yang menjadl dasar
ditetapkannya Surat
Edaran

Wemuatk
pemberfiabuan
fertang hal teriemiu
¥ang danggap
penting dan
mendesaik

dan seterusnya.

Hota sesual
alamat instansi dan

Ditetapkan [ tanpgal penanda-
pada tanggal ..................... g

MENTERI KEUANGAN,

Mama jabatan dan
nama kengkap
dituils dersgan Furuf
Eapital

(tarda tangan dan cap dinas)

MAMA LENGKAP

Tembusan:
1. Daftar nama
2 Pejabat yang
" o mensnma
3. dst Tamibusan Surat

Edaran

Ko : BMEJ2372018
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FORMAT SURAT EDARAN BERSAMA

Logo Hemenlerian
Heuangan dan nama
unit crganisasi
Iniisialosiead

KEMEMTERIAN KEUANGAM REPUBLIK INDOMESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAMAM

Fenocmaoran dimulal

SURAT EDARAN dengan uni crganisas!
NOMOR SE-._(FBI... .
NOMOR SE-..JAG/... sesual urutan
NOMOR SE-.. /PES ..

Judul Surat Edaran
ditulis dengan hunut
kan

TENTANG

Daftar nama Pejabat
yang menanma Surat
E:daran

E:

AL Umum Memual alasan entang
.............................................................................................. pariunya dibetapkan
B. Maksud dam Tujuan Sural Egaran
C. Ruang Lingkup Mesmuat peraturan yang
................................................................................................ menjadl dasar
D. Dasar ditetapkarnya Surat
° Edaran
B e e Memual pemiberitahuan
tentang hal tertentu yang
Ditetapkan di = cooocveeeeeeeeeeeens danggan pEnting dan
pada tanggal ... i
DIREKTUR JEMDERAL DIREKTUR JEMDERAL [P
ANGGARAN, FERBEMDAHARAAM, alamat instarsd dan
tanpgal penanda-
(tanda tangan dan cap dinas) (tanda tangan dan cap dinas) tanganan
MAMA MANMA
Mama jabatan dan
DIREKTUR JEMDERAL nama lengkap ditulls
PERIMBAMGAN KEUANGAN, dengan hurl kapilal,
unfl organisas|
(tanda tangan dan cap dinas) :::':?‘::f_?fmb:uh
selanjutnya dibawahnya
MAKMA dari kirl ke kanan.
Tembusan
1.
2.
3. dst Datar nama Prfabat
Kp.: PEPE 1112010 TﬂuThT::nEEzt
Edaran
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B. Instruksi
Susunan Instruksi, terdiri atas:
1. Kepala Instruksi, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi;

b. kata Instruksi dan tulisan Menteri Keuangan Republik Indonesia
atau pimpinan Unit Eselon [ atau pimpinan pada Unit Non
Eselon yang setara dengan Unit Eselon I, ditulis dengan huruf
kapital secara simetris;

c. nomor Instruksi ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan
merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor Naskah
Dinas Kementerian Keuangan;

d. kata tentang diletakkan di bawah nomor Instruksi, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris;

e. judul Instruksi, diletakkan di bawah kata tentang, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris; dan

f.  tulisan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau pimpinan
unit organisasi eselon I atau pimpinan pada unit Non Eselon
yvang setara dengan unit Eselon I diletakkan di bawah judul,
ditulis dengan huruf kapital secara simetris, serta diakhiri tanda
baca koma ().

2. Diktum, meliputi:

a. Diktum dimulai dengan kalimat yang menjadi dasar pemberian
Instruksi yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan
kalimat “dengan ini memberikan Instruksi”, dan tanpa diakhiri
dengan tanda baca titik dua (:);

b. kata Kepada diletakkan di bawah kalimat yang menjadi dasar
pemberian Instruksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) ditulis dengan huruf awal kapital

2) diakhiri dengan tanda baca titik dua (:), dan

3) diikuti dengan nama pejabat/jabatan penerima Instruksi,
apabila lebih dari satu ditulis dengan angka 1, 2, 3, dan
seterusnya sesuai dengan wurutan unit organisazinya
dan/atau tingkatan jabatannya; dan

c. kata Untuk diletakkan di bawah kata Kepada, dengan ketentuan
sebagai berikut:

1) ditulis dengan huruf awal kapital; dan
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2) memuat substansi Instruksi, dalam hal diperlukan rincian
substansi Instruksi dapat dikelompokkan dalam diktum:
KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya, dan diakhiri
tanda baca titik dua () ditempatkan sejajar di bawah kata
kepada.

3. Kaki Instruksi, meliputi:
a. tempat dan tanggal penetapan;
b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf
kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
c. tanda tangan pejabat yang menetapkan;

nama lengkap pejabat yang menandatangani Instruksi, yang

ditulis dengan huruf kapital serta tanpa mencantumkan gelar;

dan
e. cap dinas, digunakan sesuai dengan ketentuan cap instansi dan
cap jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.
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FORMAT INSTRUKSI MENTERI KEUANGAN

:‘@
Penomornan
be=runutan
INSTRUKS! e ok
MNOMOR .. /IMK.../... L ] i A
TENTANG Judul Instruksi
ditulis dengan
e
MENTERI KEUANGAMN REPUBLIK INDOMESIA,
Dalam rangka ....................... dengan ini memberikan instruksi Dafar pajatat
Kepada : 1. MNama pejabatjabatan pegawai "m“"'ﬂ_‘:!m:
2. Nama pejabat/jabatan pegawai; S
3. dan seterusnya.
Untuk
KESATL:
Fber st
unstansi
KEDUA © oot e——_—
diirstruksian

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Menteri Keuangan dengan sebaik-baiknya
dan penuh tanggung jawab.
Instruksi Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.
Salinan Instruksi Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
2.

Dikeluarkan di

pada tanggal

MENTERI KEUANGARM,
(tanda tangan dan cap dinas)

MAMA LENGEAP

Hp. - 815 237018
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FORMAT INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ESELCON I ATAU PIMPINAN PADA UNIT
NON ESELON YANG SETARA DENGAN UNIT ESELON I

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDOMESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN MEGARA

INSTRUKSI
MOMOR INS-._ /KNI ...

TENTANG
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Dalam rangka ....................... dengan ini membernkan imstruksi

Kepada : 1. Nama pejabat/jabatan pegawai;
2. Mama pejabat/jabatan pegawai i;
3. dan seterusnya.
Untuk
KESATL:
KEDUA : ...dst
KETIGA : Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Kekayaan MNegara

dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Instruksi ini mulai beraku pada tanggal dikeluarkan.

Salinan Instruksi Direktur Jenderal Kekayaan WNegara
dizampaikan kepada:
2.

Dikeluarkan di

pada tanggal

DIREKTUR JEMDERAL,

(tanda tangan dan cap dinas)

MAMA LENGKAP

Hp. - KN 1HML 1112040

ini

In

I
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Lago
Kemenbearian
Keuangan dan
Kama Uni
Crganisass

Penomoran
beenunuizn
dalam satu

Judul instruks!
ditulis dengan
huruf kapRal

Caftar pajabat
yang
miErErima
Insbruics

R musni
substansi
arahan yang
dirstruksian

Kemuat nama
|abatan yang
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FORMAT INSTRUKSI DENGAN JUMLAH HALAMAN LEBIH DARI SATU

aﬁ Jabatan yang
l=dah dicetak
Penomornan
bezrunutan
INSTRUKSI dalam satu
NOMOR ._./IMK__./... }“m
TENTANG Judul Insiruksi
ditulis dengan
e
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDOMESIA,
Dalam rangka ....................... dengan ini memberikan instruksi Daftar pejatat
Kepada : 1. Mama pejabatfjabatan pegawai; ymTr?erma
2. Mama pejabat/jabatan pegawai; instruices
3. dan seterusnya.

Untuk
Memusat
subsians!
arahan yang
dirsinksikan
KEDUA. :

st

KETIGA...
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Lamibang
Hegara
beraama
kuning emas
dan nama
labatan yang
i=dah dicetak

§

!

2

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Menteri Keuangan dengan sebaik-baiknya
dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri Keuangan ini mulai beraku pada tanggal
dikeluarkan.

Salinan Instruksi Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
2.

Dikeluarkan di
pada tanggal

MEMTERI KEUAMGAN,

(tanda tangan dan cap dinas)

MAMA LENGKAP

Ep. : 5B 232018
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Surat Perintah
Susunan Surat Perintah, terdiri atas:

1.

Kepala Surat Perintah, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi; dan

b. tulisan Surat Perintah yang diletakkan di bawah kepala Naskah
Dinas dengan huruf kapital, diikuti nomor Surat Perintah ditulis
secara simetris di bawahnya dan merujuk pada ketentuan
pemberian kode dan nomor Naskah Dinas Kementerian
Keuangan.

Batang tubuh Surat Perintah, meliputi:

a. Konsiderans, memuat dasar pertimbangan dan/atau alasan
ditetapkannya Surat Perintah,;

b. Dasar, memuat peraturan perundang-undangan yang dijadikan
landasan ditetapkannya Surat Perintah;

c. Diktum dimulai dengan kata Memberi Perintah yang diletakkan
secara simetris dan ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti
kata Kepada di tepi kiri, kemudian diikuti tanda baca titik dua
(:), serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas; dan

d. Di bawah kata Kepada ditulis kata Untuk disertai perintah yang
harus dilaksanakan.

Kaki Surat Perintah, meliputi:

a. tempat dan tanggal penetapan;

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf
kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan;
nama lengkap pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan
huruf kapital;

e. cap dinas; dan

tembusan (bila diperlukan).
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FORMAT SURAT PERINTAH MENTERI KEUANGAN

Jabatan yang
blah dicetak

Penomoran
berunsan

dalam satu
fakun takwim

SURAT PERINTAH
NOMOR PRIN-../MME.01/ ..

Menimbang @ 8. BahWwa ... e Memuat
alasan

ditetapkannya

Dasar e .. Surat Perintah

Memberi Perintah

Kepada

Untuk

Mt
substansi
arahan yang

Kola |
{Mansa kots, tanggal panandatanganan) m

MENTERI KEUANGAN, o

langanan

o pa =

(tanda tangan dan cap dinas)

MAMA LENGHEAP

dengan huruf
Eapétal

Tembusan:
1.
2.

Kp. : SUEJ 233018
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FORMAT SURAT PERINTAH PEJABAT ESELON I ATAU ATAU PIMPINAN PADA
UNIT NON ESELON YANG SETARA DENGAN UNIT ESELON 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA —
SEKRETARIAT JENDERAL dan alamat

GEDUMG DJUANDA | LANTAIS, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR |, JAKARTA 80710, KOTARK POS 21
TELEPON (021 3448230, 3552143; FAKSIMILE (021) 3430790; SITUS www kemerkeu.gokd

Panoemaran
SURAT PERINTAH Mgyl
NOMOR PRIN-._/SJ/... dalam satu
lafun takwim

Menimbang : a. balwa. ... v st s s s ]
B BERWE. )

Mermiuat

peeraturan

alxzan
Dasar e R ditetapkannya

Surat Parintah

Memberi Perintah

Idenifias pejabal
yang mensrima
Kepada : perirdah.

Memual
substansi
arahan yarg
diperintahizan

Untuk

Ll

Kota sesual
alamat instansi

{Kota, tanggal penandatanganan) h e an
an
SEKRETARIS JENDERAL,

R M jabata
(tanda tangan dan cap dinas) e
lengiap dituils
MNAMA LENGEAP dengan huruf
Eapdtal

Tembusan:
B }.I Bfla dipeniukan,
2 dicanburrian
e nipuisard
yang terkait.

Kp. - 5135 FRI040
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FORMAT SURAT PERINTAH PEJABAT ESELON II KANTOR PUSAT ATAU
PIMPINAN PADA UNIT NON ESELON YANG SETARA DENGAN UNIT ESELON 11

. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA p—
SEKRETARIAT JENDERAL dan alamat
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUMG DJUAND | LANTALY, JALAN DR. WAHIDIN NOBIOR |, JAKARTA 90710, KOTAK POS 21
TELEPORN (021 3448230, 3532943; FAKSIMILE (021) 34337 90; SITUS www kemenkeu.pokd

Pencemoran

SURAT PERINTAH besrurutan

MOMOR PRIN-.../5).27... [ calam satu
i tanun takwim

Menimbang @ a. BahWa. ... ... i aa)
b. bahwa. e

Mamiuat
pe=raturan
alazan
diteiapkannya
Sural Pearimlah

Dasar 1 R

Memberi Perintah

Ideritfas pejabat
yang menerima
Kepada : perintan.

Memual
substansi
arahan yang
diperintahian

Untuk

=

Hota sesual
alamat instansi

(Kota, tanggal penandatanganan) |1 e

KEPALA BIRO,

Mama Jabatan
dan rama
I=ngap dituils

NAMA LENGKAP dengan furut
Eapétal

(tanda tangan dan cap dinas)

Tembusan:
1. ceciceiscnsssesnssnssnssncssnans Bila diperiukan,
2 dicanturmican

e e aos Rbate
yang terkait.

Kp. - 51351 FLI040
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D. Surat Tugas
Susunan Surat Tugas, terdiri atas:
1. Kepala Surat Tugas, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi; dan

b. tulisan surat tugas yang diletakkan di bawah kepala dengan
huruf kapital, diikuti nomor surat tugas ditulis secara simetris
di bawahnya dan merujuk pada ketentuan pemberian kode dan
nomor Naskah Dinas Kementerian Keuangarn.

2. Batang tubuh Surat Tugas, meliputi:

a. alasan penugasan yang diikuti dengan kata menugasi kepada
para pejabat/pegawal yang mendapatkan penugasan dengan
memuat identitas paling sedikit: nama, pangkat/golongan, dan
jabatan serta jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

b. penutup, yang memuat perintah pelaksanaan tugas,
menyampaikan laporan, dan bila diperlukan diikuti dengan
permintaan bantuan pihak terkait untuk memudahkan
pelaksanaan tugas.

3. Kaki Surat Tugas, meliputi:

a. tempat dan tanggal penetapan surat tugas;

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani surat tugas, yang
ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca
koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang memberi tugas;
nama lengkap pejabat yang menandatangani surat tugas, yang
ditulis dengan huruf kapital;

e. cap dinas, digunakan sesuai dengan ketentuan cap instansi dan
cap jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

f.  tembusan (bila diperlukan).
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FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON I
ATAU PIMPINAN PADA UNIT NON ESELON YANG SETARA DENGAN UNIT
ESELON 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA e
SEKRETARIAT JENDERAL dan afamat

GEDUNG DJUANDA | LANTAI4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR |, JAKARTA 30710, KOTAX POS 21
TELEPON (021) 3445230, 3832143; FAKSIMILE (021) 34337 10; SITUS www kemenkeu 9o id

SURAT TUGAS
NOMOR ST-.../SJI...

Dalam rangka melaksanakan tugas ..............., kami menugasi:

1. nama
pangkat/golongan
jabatan
2. nama
pangkat/golongan
jabatan 2
UK TNCIRRBANEBICEN: .o ¢ . ireviaiisssavaiaias s Feaviabos o savanars bes dae easn: Kaaakisse
mulai tanggal ................ (¥« PR Memuat

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya surat i
tuges Inl dbebanKan PROR - i s i i G s S e ke R aa

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai
dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi
terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

(Kota, tanggal penandatanganan)

SEKRETARIS JENDERAL,
(tanda tangan dan cap dinas)
NAMA LENGKAP
Tembusan:
Y e v cossiomm mamanm s aiop o s g um A
Ry R A EA RS ey s

Kp.: S¥5J22018
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FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT ESELON II
ATAU PIMPINAN PADA UNIT NON ESELON YANG SETARA DENGAN UNIT

ESELON II

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRD ORGANISAS| DAN KETATALAKSANAAN

GEDUNG DJUARDA | LANTAl B2—17, JALAN DL WAHDIN HOMOR | JARARNTA 107 10, KOTAK PCES 20
TELEFOH (02 1) 3548005, J40E), FAKSIMLE [021) 35480082  SITLES waw bsrmenbeu go id

Logo, nama,
dian alamat
Instansi.

SURAT TUGAS
MOMOR ST-../5J.2/ ..

Dalam rangka melaksanakan tugas ................ kami menugasi:

1. nama
pangkat/golongan
jabatan
2. nama
pangkat/golongan
jabatan :
untuk melaksanakan ... s s
mulai tanggal ...............8d. .........

Segala biaya vang timbul sebagai akibat dilaksanakannya surat
tugas ini dibebankan pada .. . . .

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai
dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi
terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

(Kota, tanggal penandatanganan)
KEPALA BIRO,
(tanda tangan dan cap dinas)

MAMA LENGEAP

Tembusan:
1.
2

Kp. : 5151232018

Memuat
substans
arahan yars
diugaskan

Hota sessual
alamat
irssiamnsi dan
targgal
penanda-
targanan

Hama jabatan
dian nama

lengkap diulls
dengan hunaf

kaphal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SRI MULYANI INDRAWATI

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 /PMK.01/2018

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS KORESPONDENSI

A. Nota Dinas
Susunan Nota Dinas, terdiri atas:
1. Kepala Nota Dinas, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi;

b. tulisan Nota Dinas dicantumkan di bawah nama instansi, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris;

c. kata nomor ditulis dengan huruf kapital di bawah tulisan Nota
Dinas dan merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor
Naskah Dinas Kementerian Keuangan;

d. singkatan Yth. ditulis di bawah nomor diikuti tanda baca titik
dua (:);

e. kata Dari diikuti tanda baca titik dua (:), ditulis di bawah
singkatan Yth., berisikan nama jabatan pejabat definitif, baik
dalam hal penandatangan Nota Dinas dilakukan oleh pejabat
definitif maupun bukan pejabat definitif, misal PIt., Plh., a.n.,
atau u.b.;

f.  kata Sifat ditulis di bawah kata Dari diikuti tanda baca titik dua
(:), dan apabila tidak ada sifat tidak perlu dicantumkan tulisan
sifat;

g. kata Lampiran ditulis di bawah kata Sifat diikuti tanda baca titik
dua (:), apabila tidak ada lampiran tidak perlu dicantumkan
tulisan Lampiran;

h. kata Hal diikuti tanda baca titik dua (:), mencantumkan masalah
pokok nota dinas ditulis sesingkat mungkin, diawali huruf
kapital pada setiap kata dan tidak diakhiri tanda baca titik (.);

i.  kata Tanggal ditulis paling bawah diikuti tanda baca titik dua (:)
dengan huruf awal kapital; dan
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j.  paris pemisah horisontal bawah dengan panjang sama dengan
lebar ruang penulisan nota dinas dengan ukuran tebal 34 pt.

Batang tubuh Nota Dinas, meliputi:

a. alinea pembuka;

b. alinea isi; dan

c. alinea penutup.

Kaki Nota Dinas, meliputi:

a. nama jabatan penandatangan nota dinas tidak perlu
dicantumkan apabila nama jabatan penandatangan sama
dengan nama pengirim, tetapi apabila menggunakan untuk
beliau (u.b.), atas nama [a.n.), Pelaksana Tugas (Plt.] atau
Pelaksana Harian (Plh.), nama jabatan penandatangan perlu
dicantumkan dan ditulis dengan huruf awal kapital serta
diakhiri dengan tanda baca koma.

b. tanda tangan pejabat;
nama lengkap penandatangan nota dinas, ditulis dengan huruf
awal kapital, tanpa diberi tanda baca apa pun;

d. Nota Dinas tidak dibubuhi cap dinas; dan
tembusan (bila diperlukan).
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FORMAT NOTA DINAS DENGAN NAMA JABATAN PENANDATANGAN SAMA

DENGAN PENGIRIM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGAMISASI DAN KETATALAKSANAAN
GEDUNG DAJANDA | LANTAI 16--17, JALAWN DR. WAHIDIN HOMOR . |, JAKARTA #0710, KOTAR POS 21
TELEFOH (021 ) 304053, 3045023 FARSIMILE (021) 3086523 SITUS www emeniew go.bd
MNOTA DIMNAS
NOMOR ND-../SJ.2/...
Yth.
Dari
Sifat
Lampiran
Hal
Tanggal Tanggal, Bulan, Tahun
ceveneeeeol@linea pembuka). ...
TN I [ 0 B S B B
cveeecol@linea penutUp).. e
{tanda tangan)
Mama Lengkap
Tembusan:
1.
3. dst
Kp. - 4. 238/84 23020118

Rt
petunjuk,
pemmberiiahuan
pesTivataan
atau
pesmintaan,
bessifal rufin.

Hama lengap
pefabal drulls
desngan hund
awal kapital
dan anpa MIP
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FORMAT NOTA DINAS DENGAN NAMA JABATAN PENANDATANGAN
TIDAK SAMA DENGAN PENGIRIM

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL d'-';'lg_lﬂl"‘“‘"f-
BIRO ORGANISAS]I DAN KETATALAKSANAAN instansi
GEDUNG DUUIANDA | LANTAI 1617, JALAN DR. WAHIDIN HOMOR |, JAKBRTA 90710, KOTAK POS 21
TELEFON (021} 3046533, 30458023 FANSIMILE (021) 30865953  SITUS www smenioss goid
MOTA DINAS
NOMOR ND-../5J.2/._.
Dari - Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
Sifat .
Lampiran
Hal R R R RN R SRR B2 R
Tanggal . Tanggal, Bulan, Tahun
" '
ceeveanseecd@lined pEmMBDUKE)......ooei
bdemuat
SN )|~ |~ . | }. petunju,
pembeantahuan
d pernyataan
atau
permintaan,
ceveeeeeeedalinea pERUtUPY. s B
A
Plh. Kepala Birc Organisasi dan m::ﬂr:mf
Ketatalaksanaan, Eﬂmn —
awal kapital
(tanda tangan) ey S
MNama Lengkap
Tembusan:
1.
3. dst
Hp. - BAI3/5.3302018
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FORMAT NOTA DINAS DENGAN JUMLAH HALAMAN LEBIH DARI SATU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUNG DJJANDA | LANTAL 16--17, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR. |, JAKARTA 10710, KOTAR POS 21

TELEFON (021} 3026523, 30408623 FARSIMILE [021) 308652  SITUS www esmenios goud

Logo, nama.
dan alamat

nstansi

Yth.

Dari

Sifat
Lampiran
Hal
Tanggal

MOTA DINAS
NOMOR ND-../SJ.21 ..

Tanggal, Bulan, Tahun

cevanseee-(Elinea pembuka).. ...,

B =11y L=
- 10 - N
=13 L

B =11y L=

Sehubungan...

Mamual
petunjuk,
pemiberiiahuan
permyataan
atau
permintaan,
bersifat nutin.
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2.

Sehubungan................ {alinea isi)......cooooeiniiiiic i

ceeeveeeeealinEdE pERUIPY. e

(tanda tangan)

Mama Lengkap

Tembusan:

3 dst

Ep. : 5] 2%E) FLO00

2018, No.1388

Memnuat
peturjuk,
pemberfiaiuan
permyataan
ataw
permintaan,
Dbersifal rubin.

Hama lengkap
pejabat diulls
dengan hunuf
aaal kapital
dian lanpa NIF
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FORMAT NOTA DINAS BERSAMA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDOMNESIA
SEKRETARIAT JENDERAL [rE—————
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN alamat instarsi
EEEI.I.:'I_I l.IH.!‘tH
GEDUMG DSUANDA | LANTAL 1017, JALAN DR WAHIDIN NOMOR. |, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 organsas|
TELEPOHN (021 304008091, 30454023, FAKSIMILE (021) 3540005 5ITUS weww Remenkeu.goid
Momor ditulis
NOTA DINAS (I simetris
NOMOR ND-.../SJ.2/... dengan tulisan
NOMOR ND-.../SJ.1/... nola dines,
NOMOR ND-.../SJ.3/... organisasi
Dari . 1. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum.
Lampiran
Hal R R R e A
Tanggal : Tanggal, Bulan, Tahun
cesmsensacsfalINEA pEMbUKA). ... ..o nae
AELA LSRR L ELd LB AR R aE Memuat
pebunj i,
oo alinea s i
alau
permimntaan,
cessosccsscc{EINVEE PEIMIUIP). .. ccoocecinnciinnnscise crmsmnnnes i
Kepala Biro Perencanaan Kepala Biro Organisasi dan K Mama jabatan
dan Keuangan, Ketatalaksanaan, dan Nama
kergkan pejabat
ditulis demngan
(tanda tangan) {tanda tangan) fuarut awal
kagphal dan
tmnpa NIF,
IrnsiaioriLaad di
Mama Lengkap Mama Lengkap } sebaiah kanan
diikudl pejabai
lain sesual
uruian
Kepala Biro Hukum, organisas! da
Ml kil ke Earan
(tanda tangan) )
Mama Lengkap
Tembusan:
2. Dst.
Kp. - 51381 7320

www.peraturan.go.id
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B. Surat Dinas
Susunan Surat Dinas, terdiri atas:
1. Kepala Surat Dinas, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi;

b. tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat di margin kanan,
sejajar {sebaris dengan nomor surat;

©. nomor surat yang ditulis lengkap di margin kiri, diikuti tanda
baca titlkk dua () dicantumkan kode surat sesuai dengan
ketentuan penomoran dan pemberian kode Naskah Dinas di
lingkungan Kementerian Keuangan;

d. kata Sifat ditulis dibawah nomor diikuti tanda baca titik dua (:),
dalam hal tidak ada sifat tidak perlu dicantumkan tulisan sifat;

e. kata Lampiran, yang ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua
(:), di bawah sifat surat dicantumkan jumlah dan nama barang
vang dilampirkan dengan huruf kecuali bila jumlah kata
bilangan lebih dari dua kata, apabila tidak ada lampiran tidak
perlu dicantumkan tulisan lampiran;

f. kata Hal, bukan perihal, yang ditulis di bawah lampiran, diikuti
tanda baca titik dua (), yang mencantumkan masalah pokok
surat, sesingkat mungkin maksimal sepanjang dua baris,
menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, dan tidak
diakhiri dengan tanda baca titik (.) serta tidak perlu diberi garis
bawah; dan

g. alamat yang dituju, dengan ketentuan berikut:

1) surat ditujukan kepada pejabat karena fungsi dan tugasnya
berkaitan langsung dengan informasi surat, ditulis di margin
kiri di bawah kata Hal, yang didahului dengan singkatan
Yth. diikuti nama jabatan yang dituju;

2) s=ebutan Ibu, Bapak atau Sdr. hanya digpunakan apabila
diikuti dengan nama orang; dan

3) penulisan kata jalan pada alamat tidak disingkat, nama
jalan dan nama kota ditulis dengan huruf kapital pada
setiap awal kata, nama kota tidak diberi kata depan "di” dan
tidak diberi garis bawah.

www.peraturan.go.id
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2. Batang tubuh Surat Dinas, meliputi:

a. alinea pembuka yang berisi latar belakang, maksud, dan tujuan
surat secara singkat dan jelas;

b. alinea isi yang memuat pokok/uraian inti permasalahan surat;
dan

c. alinea penutup.

3. Kaki Surat Dinas, meliputi:

a. nama jabatan penanda tangan surat yang ditulis dengan huruf
awal kapital, dan diakhiri tanda baca koma (,), apabila nama
unit organisasi sudah tercantum lengkap pada kepala surat,
nama jabatan tidak perlu ditulis lengkap;

b. tanda tangan pejabat;
nama lengkap penanda tangan surat, ditulis dengan huruf awal
kapital, tanpa diberi tanda baca apa pun;

d. cap dinas digunakan sesuai dengan ketentuan cap instansi dan
cap jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan;

e. tembusan (bila diperlukan); dan

f. Alamat Menteri Keuangan pada surat Menteri Keuangan
diletakkan pada bagian bawah halaman terakhir.

www.peraturan.go.id
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FORMAT SURAT DINAS UNTUK MENTERI KEUANGAN
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&

Momor SR-.ME.D1/.. Tanggal, Bulan, Tahumn
Sifat Segera dan Rahasia
Lampiran Satu Berkas

Yth. Menter Luar Megeri Rl

Jalan ...
Jakarta
(Alinea Pembuka)...............ooooiiiiio.
N 7 O
ceeeeAlINeE Penutup). ..o
Menteri Keuangan,
(tanda tangan dan cap dinas)
Sri Mulyani Indrawati
Tembusan:
3. dst

Kp. @ BNS1.2372018

Gedung Djuanda | Lantai 3. Jalan Dr. Wahidin Momor 1, Jakarta 10710
Telepon (021) ... Faksimie (021)... Sius waw_kemenkeu.goid

Lambaing
Megara
berwama
Kuning esmas
dan nama
jamatar yarg
b=lah dicedak

tangpal
pembuatan
sural

Alamal bujuan
yang ditulis di
bsagian kirl

y

Mama Jabatan
dan nama
lengkap yang
ditulls dengan
Fauruf sl
kaipital
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FORMAT SURAT DINAS UNTUK PEJABAT ESELON [ ATAU PIMPINAN PADA
UNIT NON ESELON YANG SETARA DENGAN UNIT ESELON 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUEBLIK INDONESIA :::ﬂ;;:':f
INSPEKTORAT JENDERAL instarsi
GEDUNG DJUAMDE || LANTAL 4, JAlAN DR. WAHIDIN HOMOR |, JAHARTA 0710, KOTAR POS 21
TELEFOM {021] 3010182 FAKSIMILE {0Z21] 3547442, EIMUS weea ier depkew goUd
Homar dan
Hal selaiu
Nomor - S-._ 0. Tamggal, Bulan, Tahun hanus dibulls
Sifat  :Segera i
Lampiran : Satu Berkas hanya ditulls
Hal e St pahs
%'th. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, i
Kementerian PAN dan RB =
Gedung A Lantai 2 ‘] Kiri
JI. Jend. Sudirman Kav. 69
Jakarta Selatan
)
AAlinea Pembuka). ..o
Sefurang-
(AINEE IS | oo aren
cAAlNEa PenuUtUp). ..o
Inspektur Jenderal, VP
jabatan dan
E nama
{tanda tangan dan cap dinas) Jengean
pejabat
LT
Mama Lengkap ) dc:un;
hurud awal
Eapdtal
Tembusan:
1.
3. dst

LR R R TR R R Pl

www.peraturan.go.id



91 2018, No.1388

FORMAT SURAT DINAS MENTERI KEUANGAN DENGAN
JUMLAH HALAMAN LEBIH DARI SATU

Lambarg
Megama
berwarna
Euning emas
dan rama
|abartan yang
fefah dicslak

%

Momor DS-LLMELDE Tanggal, Bulan, Tahun

Sifat : Segera/Rahasia

Lampiran - Satu Berkas

Yth. Menteri Luar Megeri Rl Alamal bujuan

Jalan ... }- yang dibuls di

Jakarta Eagian kirl
cevveeeneee[AlNea Pembuka). ..o

P .11 I 1

Terkait...
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i)
A Lambang
Megara
berwama

Kuning emas
dan nama

Janatan yarg
belah diceiak

2.

Terkait hal-hal tersebut diatas, ... ...

Nama Jabatan
dan nama
lengiap yang
ditulls dengan
et awal
kapital

e dAliNEE Penutup) o

Menter Keuangan, L
{tanda tangan dan cap dinas)
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:
3. dst

Kp. : BNS).2372018

Gedung Djuanda | Lantai 3. Jalan Dr. Wahidin Momor 1, Jakarta 10710
Telepon (021) ... Faksimie (021)... Sius waw_kemenkeu.go.id
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FORMAT SURAT DINAS PEJABAT ESELON II ATAU PIMPINAN PADA UNIT NON
ESELON YANG SETARA DENGAN UNIT ESELON II DENGAN
JUMLAH HALAMAN LEBIH DARI SATU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUEBLIK INDONESIA :::':IZ:'::L
SEKRETARIS JENDERAL ——
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
J GEDUBMG DJUANDA | LANTAI 1017, JALAN DR WAHIDIN NOMOR: |, JAKARTA 10790, KOTAK FOS 21
TELEFOHN {021] 3045530, 308507, FAKERILE(D21) 30405y, EITUES www ksmenieu.goud
Momar dan
Hail selaiu
Nomor - 5-.../5J.20. . Tanggal, Bulan, Tahun ’E‘.T’r;"-u:'b-'ﬁ-
Sifat - Segera Lt
Lampiran : Satu Berkas hanya dituls
Hal L —— It paks
Yth. 1. Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian ﬁ:::lumu
2. Asisten Deputi Pengembangan dan Standardisasi 1 margin
Pelayanan L

3. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi
Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Penerapan
Berbasis Elekironik
1 s.d. 3 di lingkungan Kementerian PAN dan RB

conrarsscasilinEs Pembuba)........ccoiiiiiiii i s s se e

SEsurang-
Kurangriya
tiga alinea

e (AT IS

Sehubungan ...
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2.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas

cevieeeeeeLAdIREE Penutup).. .

Kepala Biro, Nama
jabaian dan
nama
I=ngiap
pejabal
ditulis
derngan
urud awal

Eapital

{tanda tangan dan cap dinas)

Mama Lengkap

Tembusan:
1.
3. dst

Kp. - BEHEJ 232018

www.peraturan.go.id
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FORMAT SURAT DINAS BERSAMA
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG DJUAMDA || LANTAL 4, JALAN DR. WAHIDIN HOMOR |, JARARTA $0710, KOTAR POS 21
TELEFOH (021} 3810162 FAKEIMILE [021) 304787 SITUS wanw fen kemankeu.goid

Momor  :S-..... Tanggal, Bulan, Tahun
S-. KNI
S-.KF/...

Sifat - Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal 8

Yth. Sekretaris Kementerian PAN dan RB
Gedung A Lantai 3

JI. Jend. Sudirman Kav. 69

Jakarta Selatan

cevnmeneeeaLAlNEa Pembuka).. ..o
wemeeeee e BNINER IS e

coveemeneeeeDAdIMEE Penutup). e

Direktur Jenderal Kekayaan
MNegara,

Inspektur Jenderal,

tanda t da di
( angan dan cap dinas) {tanda tangan dan cap dinas)

MNama Lengkap Mama Lengkap

Kepala Badan Kebijakan
Fiskal,

(tanda tangan dan cap dinas)
MNama Lengkap

Tembusan:

1.

3. dst

Ep. AL TLR2018

www.peraturan.go.id

dimulal dengan
unit crganisas)
Iniskaloriead
dilarjutican unit
lain sesual
urutan
arganisasl

Alamat
bujuan ditulls
di mangin

Kir

Mama jabalan
dan nama
lengiap pejabat
ditulls dengan
huruf awal Eapital
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C. Surat Undangan
1. Undangan
Susunan Undangan, terdiri atas:
a. Kepala Undangan

1) kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau
kepala Naskah Dinas unit organisasi;

2) tanggal, bulan, tahun pembuatan Undangan ditulis di
sebelah kanan atas dan sebaris/sejajar dengan nomor;

3) nomor Undangan ditulis di sebelah kiri di bawah kepala
undangan, diikuti tanda baca titik dua (:), dan merujuk
pada ketentuan penomoran dan pemberian kode Naskah
Dinas di lingkungan Kementerian Keuangan;

4) kata Sifat dalam Undangan diikuti tanda baca titik dua ()
ditulis di bawah kata Nomor, apabila tidak diperlukan
penjelasan mengenai tingkat kecepatan penyampaian dan
tingkat keamanan Naskah Dinas, maka tidak perlu
dicantumkan kata Sifat;

5) kata Lampiran diikuti tanda baca titik dua () ditulis di
bawah kata Sifat, apabila tidak terdapat lampiran maka
tidak perlu dicantumkan kata Lampiran dalam undangan;

6) kata Hal dalam Undangan, ditulis di bawah kata Lampiran,
diikuti tanda baca titik dua (), yang mencantumkan
masalah pokok surat, sesingkat mungkin maksimal dua
baris menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata,
dan tidak diakhiri tanda baca titik (.) serta tidak perlu diberi
garis bawah;

7) singkatan Yth., ditulis di bawah kata Hal, apabila pejabat
yang diundang cukup banyak, dapat dibuat lampiran daftar
nama undangan.

b. Batang tubuh Undangan, terdiri atas:

1) alinea pembuka;

2) alinea isi yang terdiri dari hari, tanggal, pukul, tempat,
acara, dan untuk kegiatan rapat dapat ditambahkan
pemimpin rapat; dan

3) alinea penutup.

www.peraturan.go.id
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Kaki Surat Undangan

1)

2)
3)

4)

)

nama jabatan penanda tangan undangan ditulis dengan
huruf awal kapital, dan diakhiri tanda baca koma (,),
apabila nama unit organisasi sudah tercantum lengkap
pada kepala surat, nama jabatan tidak perlu ditulis
lengkap;

tanda tangan pejabat;

nama lengkap penanda tangan undangan, ditulis dengan
huruf awal kapital, tanpa diberi tanda baca apapun;

cap dinas digunakan sesuai dengan ketentuan cap instansi
dan cap jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
tembusan (bila diperlukan).

www.peraturan.go.id
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FORMAT SURAT UNDANGAN DENGAN JUMLAH PESERTA BANYAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Y'th. {Pejabat/pegawai terlampir)

ceveeeneeolalinea pembuka dan alinea isi )

hari'tanggal

pukul

tempat

acara

civneacees (EHNEA PEAUDUPY .. ..o

Kepala Biro,
(tanda tangan dan cap jabatan)
Mama lengkap

Tembusan:

1.

3. dst

Ep. : 5J.235) 2320

Logo, nama,
SEKRETARIAT JENDERAL ﬁt:rj,?im
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
GEDUNG DJUANDA | LANTAI 16--1T7, JALAN DOR. WAHIDIN HOMOR | JARARTA 10710, KOTAK POE 21
TELEPDOM 0Z1] 3340550, 3542023; FAKSIMILE (021) 3540853, SIMTUS www Kesmenkeu o id
Momor . UND- 18J.21... Tanggal, Bulan, Tahun ﬁ;}fﬂ;{ﬂ
Sifat ditulis.
L Lampiran
haarlnpnran hanya dituis

apabila periu

Uraian batang
:>" fubuh

HMamia |abatan
damn nama
lengkap
pefabal ditulis
dengan hund
awal kapital
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W o kL b

LAMPIRAM

Surat Undangan Kepala Biro Organta
Nomaor :

Tanggal

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDAMG

Kepala Biro,

(tanda tangan dan cap
jabatan)

Mama lengkap

Mama |ahatan
dan rama
l=ngkap

pejabat diulis
dengan hurns
awal kapital

www.peraturan.go.id
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FORMAT SURAT UNDANGAN DENGAN JUMLAH PESERTA SEDIKIT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA Logo, nama,
SEKRETARIAT JENDERAL ﬁt:rj,?im
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
GEDUNG DJUANDA | LANTAI 16--1T7, JALAN DR WAHIDIN HOMOR | JARARTA 10710, KOTAK POE 21
TELEPDOM 0Z1] 3340550, 3542023; FAKSIMILE (021) 3540853, SIMTUS www Kesmenkeu o id
MNomor - UND- 15J.20... Tanggal, Bulan, Tahun Nusﬂ'ﬂii,fﬂgr['ﬁal
Sifat dituis.
i Lampiran
harlnpnran hanya dituis
al apahila peru
Yth. 1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Umum
veiereeeadfalinea pembuka dan alinea isi ).............. i
hari'tanggal Ter—r-
pukul raian batang
tempat
acara
cevmeeee. (ElimEa pEnUbUR) L
Kepala Biro, i
il |abata
(tanda tangan dan cap jabatan) -:I::nm:m'na "
l=ngkap
pejabat ditulis
demgan humnd
Nama lengkap awal kapital
|/
Tembusan:
1.
3. dst
Ep. : 5J 2351 FLR2 040

www.peraturan.go.id
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Kartu Undangan
Susunan Kartu Undangan, terdiri atas:

a.

Kepala undangan

1) kepala kartu undangan, berisi Lambang Negara dan nama
jabatan (untuk pejabat negara) atau Logo Kementerian
Keuangan, nama instansi, dan alamat instansi (untuk non
pejabat negara) diletakkan secara simetris dan ditulis
dengan huruf kapital;

2) nomor kartu undangan ditulis di tengah di bawah kepala
undangan, diikuti tanda baca titik dua (:), dan merujuk
pada ketentuan penomoran dan pemberian kode Naskah
Dinas di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

3) tanggal, bulan, tahun pembuatan kartu undangan ditulis di
bawah nomor.

Batang tubuh kartu undangan, terdiri atas alinea isi yang terdiri

dari hari, tanggal, pukul, tempat, acara, dan untuk kegiatan

rapat dapat ditambahkan pemimpin rapat.

Kaki kartu undangan, antara lain meliputi:

1) Keterangan contact person yang dapat dihubungi terkait
kegiatan dalam kartu undangan;

2) Pakaian/dresscode yang harus digunakan untuk
menghadiri kegiatan dimaksud.

www.peraturan.go.id
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FORMAT KARTU UNDANGAN MENTERI KEUANGAN

%

Momor: UND-.. /MK.01/2018
(Tanggal, Bulan, Tahun)

Dengan homat,
Kami mengundang Bapak/lbw'Saudara untuk menghadiri

Acara Transformation Day dan Ramah Tamah
Dalam rangka Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-69

Jumat, 30 Oktober 2018, pukul 09.00 WIB
Di Aula Dhanapala
JI. Kalilio, Jakarta Pusat.

Konfirmasi kehadican dapal mengiubung: Faiaian
Edir. Bintaryg, islepon (021) 3046583 LakHaki . Betas rap
Perempuan : Masional

Hpi - BNS1ZF%20A

www.peraturan.go.id
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FORMAT KARTU UNDANGAN SELAIN MENTERI KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR

JALAN SAMANHUDI KOMPLEK PERKANTORAN, KARANGANYAR 57710, KOTAK POS 10
TELEFON (0271) 027344, 025004 FAKSIMLE (0271) 023635 SITUS www kemenkeu. go id

Nomeor: UND-../WPJ.00/KP.00/2018
(Tanggal, Bulan, Tahun)

Dengan hormat,
Kami mengundang Bapak/lbu/Saudara untuk menghadiri

Acara Sosialisasi Ketentuan Umum Perpajakan dan Ramah Tamah

Jumat, 30 Oktober 2018, pukul 09.00 WIB
Di Aula KPP Pratama Karanganyar
JI. Samanhudi Komplek Perkantoran Karanganyar.

Korfrmas! kehadiran capat menghubung Pakaan
Lokiak : Bebas rapt

Sar. Joko Walayo, Selepon (0271) 823004
Perempuan : Bebas rap

Kp. : KP.1KP.122010

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD

SRI MULYANI INDRAWATI

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 /PMK.01/2018

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

SUSUNAN DAN FORMAT NASKAH DINAS KHUSUS

A. Surat Perjanjian
Susunan perjanjian dalam negeri, terdiri atas:
1. Kepala perjanjian dalam negeri, meliputi:

a. Lambang Negara (untuk pejabat negara) diletakkan secara
simetris, atau logo (untuk non pejabat negara) yang diletakkan
berdasarkan kesepakatan;

b. nama instansi, penempatan urutan sesuai kesepakatan;

c. judul surat perjanjian; dan

d. nomor surat perjanjian, penempatan urutan sesuai kesepakatan.

2. Batang tubuh Surat Perjanjian dalam negeri, meliputi:

a. ketentuan umum;

b. materi pokok yang diatur, yang dimuat dalam bentuk pasal-
pasal;

c. hak dan kewajiban masing-masing pihak;

d. ketentuan apabila ada perselisihan;

e. jangka waktu pelaksanaan perjanjian;

f.  ketentuan peralihan (bila diperlukan); dan

g. ketentuan penutup.

3. Kaki Surat Perjanjian dalam negeri, memuat:

a. tempat dan waktu penandatanganan perjanjian;

b. nama institusi, nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap
para pihak yang mengadakan perjanjian (penempatan
penandatangan dari Kementerian Keuangan sesuai
kesepakatan); dan

c. para saksi (jika dipandang perlu).
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FORMAT SURAT PERJANJIAN DALAM NEGERI (ANTAR INSTANSI)

PERJANJIAN KERJA SAMA Juscha
ANTARA perianjian
fhsmismtsEbembsmbaRbdmaEE I:namannsk:ﬂ
Logo DAN D
perjanfian)
TENTAMNG
yang
NOMOR ............... borwrakan
dakam =ahy
fabun taivaim
Pada har ini, ............. tamnggal ..., bulan ..., tahun ..., bertempat di PP——
............. vang bertanda tangan di bawah ini idenitias pihai
¥ang
1.. wieeieeneen.n.. Selanjutnya disebut sebagai Pihak | 'd“:_';‘“""‘“‘“"'
2. . ceeamrnnnnns, SElanjutnya disebut sebagai Pihak Il -
targani
bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang..............., yang

diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ~1

Pazal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Paszal 3
PELAKSAMAAN KEGIATAN

Pazal 4
PEMBIAY AAM J

Pasal ...
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Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6
LAIN-LAIN

{1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau
force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat

dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua
belah pihak.

{2) ¥ang termasuk force majeure adalah
a. bencana alam;
b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
¢. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

{3) Segala perubahan danfatau pembatalan terhadap piagam kerja sama
ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak

Kedua.
Pasal ¥
PENUTUP
{Kota, tanggal perjanjian)
Mama Institusi MNama Institusi
Mama Jabatan, Mama Jabatan,
{tanda tangan) (tanda tangan)
Mama Lengkap Mama Lengkap

Ko - X000 3000300
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B. Surat Kuasa
Susunan Surat Kuasa, terdiri atas:
1. Kepala Surat Kuasa, meliputi:
a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi;
b. judul Surat Kuasa ditulis di bawah logo dan nama instansi
ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
c. nomor Surat Kuasa yang ditulis secara simetris, dimana
penomoran Surat Kuasa merujuk pada ketentuan penomoran
dan pemberian kode Naskah Dinas di lingkungan Kementerian
Keuangan.
2. Batang tubuh Surat Kuasa, meliputi:
a. nama lengkap dan jabatan yang memberi kuasa;
b. nama lengkap dan jabatan yang menerima kuasa;
c. materi pokok yang dikuasakan untuk dilaksanakan; dan
d. kalimat penutup.
3. Kaki Surat Kuasa, meliputi:
a. tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan; dan
b. nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap pemberi dan

penerima kuasa.
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CONTOH FORMAT SURAT KUASA MENTERI KEUANGAN

5

SURAT KUASA
NOMOR SKU-.../MK.01/...

Yang bertanda tangan di bawah ini, ....... (nama pejabat pemberi kuasa)...., Menteri
Keuangan Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada

Nama Pejabat penerima kuasa
Jabatan

untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik Indonesia, Nota
Kesepahaman antara ........... Republik Indonesia dan Pemerintah.......
(asing/Negara sahabat) ...... mengenai kerja sama ........ (bidang)...............

Sebagai bukti, surat kuasa ini saya tandatangani dan saya bubuhi meterai di
Jakarta tanggal....bulan...tahun .......

Pemberi Kuasa
Jabatan

(tanda tangan)

Nama Lengkap

Kp. : S¥51232010
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CONTOH FORMAT SURAT KUASA MENTERI KEUANGAN
DALAM BAHASA INGGRIS

\i
/ \

MINISTER OF FINANCE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FULL POWERS

The undersigned........ (nama pejabat)...... , Minister of Finance of the Republic of
Indonesia, fully authorizes

Name of Official
Jabatan (Menteri/Gubemur/Walikota/dsb.)

to sign on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the

Memorandum of Understanding between ............ Republic of Indonesia and
the Govemment =000 iiieeeieeee.dd (asing/Negara
sahabat)...........c.cccceeunes concerning........ (bidang)............... cooperation

Signature
(tanpa cap jabatan)

Name of Minister of Finance of the
Republic of Indonesia

Kp. : S¥EJ.232010
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CONTOH FORMAT SURAT KUASA SELAIN MENTERI KEUANGAN

- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA s, o ph

W BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN alamal restare.
JALAN PURMAWARMAN NOMOR 93, KEBAYORAN BARL, MAKARTA SELATAN
TELEPOH (021} 7304886, T22300%: FAKSIMILE (021} 724312 SITUS www. bppi kemerkes go.id

SURAT KUASA
MOMOR SKU-.. /PP/....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
nama
pangkat/Golongan © ...................
jabatan :

memberi kuasa kepada:

Memuat
nama Identias yang
pangkat/Golongan © .....o.eveeeeeen. e —
jabatan :
untuk

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, .. ... Kioia sasus]
alamadt instansi
dan targgal

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, m

Kepala Pusat ... Kepala Badan

{tanda tangan) (tanda tangan) Hama jabatan
dan namia
lengikap pejabat

Mama Lengkap Mama Lengkap dituils dengan

hurud araval
Eapital

Hp - PPAPP112018
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C. Berita Acara

Susunan Berita Acara, terdiri atas:

1.

Kepala Berita Acara, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi;

b. judul berita acara ditulis di bawah logo dan nama instansi yang
ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan

c. nomor Berita Acara ditulis simetris di bawah judul berita acara
dan merijuk pada ketentuan penomoran dan pemberian kode
Naskah Dinas di linglungan Kementerian Keuangan.

Batang tubuh Berita Acara, meliputi:

a. tulisan hari, tanggal, bulan, tahun, jam, tempat pelaksanaan,
nama lengkap dan jabatan para pihak yvang membuat berita
acara;

b. wuraian materi pelaksanaan kegiatan (substansi berita acara);
dan

c. kalimat penutup

Kaki berita acara, memuat tempat pelaksanaan penandatanganan,

nama jabatan, tanda tangan, dan nama lengkap para pihak serta

para saksi.
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FORMAT BERITA ACARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISAS|I DAN KETATALAKSANAAN

GEDILMG DJUANDA | LANTAL 18-17, JALAN DR WAHIDEN NOMOR |, JAKARTA 10780, OTAK POS 21
TELEPOM (021 ) 3086555, 30406023 FARKSIMILE ([021) 3046885 SITUS www esrmenie go.id

Logo, nama,
dan alamat
Instarsi

Penomaoran
berurutan
dallam sabu
fabiur takoadm

BERITA ACARA
NOMOR BA-.. /SJ20.......

Pada hari ini ......... tanggal......, bulan ......, tahun ......, kami masing-
masing:
M=muat
1. ...........inama pejabat), ........[mama jabatan), selanjutnya disebut o
Pihak Pertama meiaisanaian
kegiakan
dan
2. eeeeedpinak la@in)............ooooeoeoene...., selanjutnya disebut Pihak

Kedua,

telah melaksanakan

B }

2. dst

M=rmusal
kegiatan
yang
dilaEc=anakan

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ............... Foka sesual

alamat
instarsi

Dibuat di .......

Tanda
tangan para
ik,
kama
|abatan dan
rama
lengicap
peelamat
ditulis
dargan ruruf
awal kapital

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
{tanda tangan) (tanda tangan)
Mama Lengkap Mama Lengkap

Mengetahui
MNama Jabatan,

Tanda angan
saksipejabal
yang
mengesah-
kan. Mama
lengkap dibuils
demgan bl
ol apial

(tanda tangan)

MNama Lengkap

Kp. - BAIAMELAME
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FORMAT BERITA ACARA DENGAN JUMLAH HALAMAN LEBIH DARI SATU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA P———
SEKRETARIAT JENDERAL dan alamat
BIRO ORGANISAS]I DAN KETATALAKSANAAN e

GEDUMG DJUANDA | LANTAL 18-1T7, JALAN DR WAHIDEN MOMOR |, JAKARTA 10780, KOTAK POS 2
TELEPOH (021 ) 304855, 3845823 FAKSIMILE [021) 3846585, SITUS www kemenkeu go.d

Penomoran
Derurutan

dalam sabu
fabiur takoadrm

BERITA ACARA
NOMOR BA-.. /SJ20.......

Pada hari ini ......... tanggal......, bulan ......, tahun ......, kami masing-
masing:

1. .coeee......inama pejabat), ........(nama jabatan), selanjuinya disebut
Pihak Pertama

dan

2. eeeeedpinak la@in)............ooooeoeoene...., selanjutnya disebut Pihak
Kedua,

telah melaksanakan

S \ll

2 Mamuat
keglatan
yang
dilaEsanakan

3.

4. Penyerahan...

www.peraturan.go.id
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-114-

o

Pihak Kedua,

{tanda tangan)

Mama Lengkap
Mengetahui
Mama Jabatan,
(tanda tangan)

MNama Lengkap

Kp. - BA3MEL2302ME

A P R TY TN 10050000 0 B 8 B B O RS A MR B AR SRR

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan ...............

Dibuat di .......
Pihak Pertama,
(tanda tangan)

Mama Lengkap

Tanda
tangan para
pihak.

Hama
|abatan dan
nama
bengkap
pejabat
dituils.
demgan hunsd
awal kapital

Tanda tangan
sakslipajabat
yang
mengesan-
an. FMama
lemgkap ditulls
dengan hunuf
awal kapital

www.peraturan.go.id
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Surat Keterangan

Susunan Surat Keterangan, terdiri atas:

1.

Kepala Surat Keterangan, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi;

b. tulisan Surat Keterangan dicantumkan di bawah Logo
Kementerian Keuangan, nama instansi, dan alamat instansi
ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

c. nomor Surat Keterangan ditulis dengan huruf kapital secara
simetris di bawah tulisan surat keterangan dan merujuk pada
ketentuan penomoran dan pemberian kode Naskah Dinas di
lingkungan Kementerian Keuangan.

Batang tubuh Surat Keterangan, meliputi:

a. nama pejabat dan nama jabatan yang memberikan keterangan;

b. nama pejabat dan nama jabatan atau nama pegawai yang
diterangkan, serta identitas lain yang diperlukan; dan

c. maksud dan tujuan diterbitkan Surat Keterangan.

Kaki Surat Keterangan, meliputi:

a. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan;

b. nama jabatan pejabat yang menandatangani, ditulis dengan
huruf awal kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang memberi keterangan;
nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan
huruf awal kapital; dan

e. cap dinas.
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FORMAT SURAT KETERANGAN

7%, KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BN INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG DJUANDA 1| LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR |, JAXARTA 10710
TELEPON (021) 3010162, FAKSIVILE {D21) 3047442, EITUS waw tjen kemenkeu.go id

SURAT KETERANGAN dalam satu
NOMOR KET-.../IJ.1/.... b % HEKE Mdman

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Memuat nama
pejabal dan
nama 2 3 Jabatan yang
jabatan rabzery
dengan ini menerangkan bahwa,
Meamuat nama
nama
pangkat/golongan
jabatan
umur
alamat
dst.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan ......................
dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila
diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

(tanda tangan dan cap dinas)

Nama Lengkap

Kp. A 1112018
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E. Surat Pengantar
Susunan Surat Pengantar, terdiri atas:
1. Kepala Surat Pengantar, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi;

b. pihak yang dituju, ditulis di margin kiri diawali dengan kata Yth.
diikuti nama jabatan yang dituju, dan diletakkan di bawah logo
dan nama instansi;

c. tanggal, bulan, dan tahun ditulis di margin kanan sebaris
dengan Yth.;

d. tulisan Surat Pengantar diletakkan secara simetris dan ditulis
dengan huruf kapital; dan

e. nomor Surat Pengantar ditulis simetris dibawah tulisan surat
pengantar dan merujuk pada ketentuan penomoran dan
pemberian kode Naskah Dinas di lingkungan Kementerian
Keuangan.

2. Batang tubuh Surat Pengantar, meliputi:

a. nomor urut;

b. jenis naskah /barang vang dikirim;

c. banyaknya naskah/barang; dan

d. keterangan.

3. Kaki Surat Pengantar, meliputi:

a. Pengirim yang berada di sebelah kanan, memuat nama jabatan
pembuat surat pengantar, tanda tangan, nama pejabat, dan cap
dinas.

b. Penerima yang berada di sebelah kiri, memuat tanggal
penerimaan, nama jabatan penerima, tanda tangan, nama

pejabat, cap dinas, dan nomor telepon/faksimile.
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FORMAT SURAT PENGANTAR

#%  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRD ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUNG DJUAMDE | LANTA| 1817, JALAN DR WAHIDM NOMOR | JAKARTA 10740, KOTAK POS 21

TELEPOMN (021 ) 3046055, 1845623 FAMSIMILE [021) J0865%%; SITUS www emanieu go.d

Logo, nama,
dan alamat
instansi.

Tanggal

(tanda tangamn dan cap dinas)

Nama Lengkap

Nomaor Telepon:
Nomaor Faksimile:

Catatan:

Nama Lengkap

th. Tanggal, Bulan, Tahun
SURAT PENGANTAR
NOMOR SP-../5J.23/.........
Mo, Maskah Dinas/Barang Banyaknya Keterangan
Diterima tamggal ...............
Penerima, Pengirim
(Mama Jabatan), {Mama Jabatan)

(tanda tangan dan cap dinas)

Sedelah barang atau naskah diterima, lembar kedwa harap dikinmkan'diserahkan kembali

kepada penginm.

Ep. : 5J.23/5) 232D

pemibuatan
sura

Alamat
tujuan dibuis

Kama
Jabatsn dani
nama
lergkan
p=jabal
dibuls
diengan hunaf
2wl kapital

www.peraturan.go.id
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F. Pengumuman

Susunan Penpumuman, terdiri atas:

1. Kepala Pengumuman, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi;

b. tulisan Pengumuman dicantumkan di bawah logo dan nama
instansi, ditulis dengan huruf kapital,

c. nomor Pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara
simetris di bawah tulisan pengumuman merujuk pada
ketentuan penomoran dan pemberian kode Naskah Dinas di
lingkungan Kementerian Keuangan;

d. kata tentang dicantumkan di bawah nomor Pengumuman,
ditulis dengan huruf kapital; dan

e. judul Pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara simetris
di bawah kata tentang.

2. Batang tubuh Pengumuman, memuat alasan tentang perlunya dibuat
pengumuman, peraturan yang menjadi dasar pembuatan
pengumuman, dan informasi penting tentang hal tertentu.

3. Kaki Pengumuman, meliputi:

a. tempat dan tanggal penetapan;

b. nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan hurf
awal kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma |(,);

c. tanda tangan pejabat yang menetapkan;
nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan
huruf awal kapital;

e. cap dinas, digunakan sesuai dengan ketentuan cap instansi dan
cap jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

f.  tembusan |[apabila diperlukan).
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FORMAT PENGUMUMAN

Liogo, nama,
dian alamat
Instansi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JALAN JENDERAL AHMAD YANI, JAHARTA 13230, KOTAK POS 105
TELEPOMN (021} 4080305 FAKEIMILE (021} 087512, SITUS www baacuical kemenieu.go.id Pencmoran
besrunutan
dalam satu
tahun
e

PENGUMUMAMN
NOMOR PENG-.../BCI.. ..

TEMTANG Jusdul
Pengumum-
an dibulis
dengan
haurnuf Eapdtal

Memuat
alasany
perabaran
yang
menjadl
dasar, dan
peemibe-
Eahuarn
b=ntang hal
berieriu
yang
dianggap

mendesak

Pengumuman ini hendaknya dizebarluaskan.

Fola
sesual
alamat
instansi

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..........oocoooiiiiiiiiinn.

Direktur Jenderal,

(tanda tangan dan cap dinas)

jabatan dan
pejabat
s
dengan
it araval
Eapital

Mama Lengkap

Tembusan:
3. dst. ot

Kp. - BC. /BT 112018
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G. Laporan
Susunan Laporan, terdiri atas:
1. Kepala Laporan, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas jabatan Menteri Keuangan atau kepala
Naskah Dinas unit organisasi;

b. tulisan Laporan ditulis dengan huruf kapital di bawah logo dan
nama instansi, diikuti dengan nomor laporan yang ditulis secara
simetris di bawahnya;

c. tulisan tentang dicantumkan di bawah kata Laporan ditulis
dengan huruf kapital secara simetris;

d. judul Laporan ditulis dengan huruf kapital simetris di bawah
kata tentang;

e. nomor Laporan ditulis dengan huruf kapital secara simetris di
bawah judul Laporan merujuk pada ketentuan penomoran dan
pemberian kode Naskah Dinas di lingkungan Kementerian
Keuangan.

2. Batang tubuh Laporan, meliputi:

a. Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan,
ruang lingkup dan sistematika laporan;

b. Materi Laporan terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor
yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan
yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;

c. Simpulan dan saran, perlu disampaikan sebagai bahan
pertimbangan;

d. Penutup, akhir laporan yang memuat harapan/permintaan
arahan/ucapan terima kasih.

3. Kaki Laporan, memuat:

a. tempat dan tanggal pembuatan laporan;

b. nama jabatan pejabat yang membuat Laporan, ditulis dengan
huruf awal kapital, dan diakhiri tanda baca koma (,);

c. tanda tangan pejabat yang membuat Laporan;
nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan
huruf awal kapital; dan

e. cap dinas, digunakan sesuai dengan ketentuan cap instansi dan
cap jabatan di lingkungan Kementerian Keuangan.
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FORMAT LAPORAN DENGAN JUMLAH HALAMAN SATU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISAS] DAN KETATALAKSANAAN

GEDILMG DJUANDA | LANTAL 18-17, JALAN DR WAHIDEN NOMOR |, JAEARTA 10780, OTAK POS 21
TELEFOM {021) 3040853, 3083523, FAKEIMILE (021) 3048583, EMUE was kemenkeu.goid

Logo, nama,
dian alamat
Instarel

Sudul
laporan
LAPORAN ditulls
derng
TENTAMG hI.H'I.I‘I'Tﬂ.FIH:H

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar

IR,
maicsud dan
fujuan,
ruang
lngkup, dan
sistemalika

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

c Has"\rrangnmapa. e e e )
0. 5|mpu|andansamn e e e

. Penump R S L R A B L L B AL LB S E L BB LS LS 3 LB LB EE £ LS Paa——

Dibuat di Jakarta PP—
pada tanggal ............ccoooiiiania.. alamat
instarel dan

Kepala Biro, ::cnncrr:a

(tanda tangan dan cap jabatan)

MNama Lengkap

Ko BA24/E) 242018
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FORMAT LAPORAN DENGAN JUMLAH HALAMAN LEBIH DARI SATU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUMG DJUANDA | LANTAL 18-1T7, JALAN DR WAHIDEN MOMOR |, JAKARTA 10790, KOTAK POS 21
TELEFOM (021) 3045550, 30830E FARKEIMILE (021) 3046583, EITUE wena kemenkeu goid

Logo, nama,
dan alamaf
instaresi

Judul
laporan
ditulis
dergan
Furuf kaphal

LAPORAN
TENTANG

NOMOR LAP-_../5J.2/2014

A. Pendahuluan \lll
1. Latar Belakang

=it
LITILET,
maksud dan
tujuan,
ruang
Ingkup, dan
sistemaika
laporan
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2

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

c Has||YangD|capa|
o, ElrnpulandanSaran

- Penutup

Dibuat di Jakarta
pada tanggal .................c........

Kepala Biro,

(tanda tangan dan cap jabatan)

Mama Lengkap

Ko BA34ME) 242018

Ksrmusal
miabers
laparan :
kesgiatan
vang
dilaksanakan,
fakior yang
miEmpEnga-
nuhi, hasi
pelaksana-
an kegiatan,
hambatan
yang
difiadapd,
dian hal kxin
yang periu
dilaporkan

Kola sesual
alamat
Instarsi dan
tanggal
penanda-
langaran

HNama
[abatan dan
nama
lengeap
pejabat
ditulis
dengan
huruf aveal
Eapital
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H. Telaahan Staf
Susunan Telaahan Staf, terdiri atas:

1.

Kepala Telaahan Staf, meliputi:

a. judul telaahan staf ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

b. tulisan tentang ditulis dengan huruf kapital secara simetris
dibawa tulisan telaahan pegawai;

c. uraian singkat tentang permasalahan.

Batang tubuh Telaahan Staf, meliputi:

a. Persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas tentang
persoalan yang akan dipecahkan;

b. Pra anggapan, memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan
data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang
dihadapi, dan kemungkinan merupakan kejadian di masa yang
akan datang;

c. Fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan
landasan analisis dan pemecahan persoalan;

d. Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan
dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugian,
pemecahan dan cara bertindak yang mungkin atau dapat
dilakukan;

e. Simpulan, memuat intisari hasil diskusi, merupakan pilihan
cara bertindak atau pemecahan permasalahan;

f. Tindakan yang disarankan, memuat secara ringkas dan jelas
saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang
dihadapi.

Kaki Telaahan Staf, meliputi:

a. tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan telaahan staf;

b. jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf awal
kapital;

c. tanda tangan pembuat Telaahan Staf;
nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
daftar lampiran, dapat berupa : data/surat, hasil koordinasi,
bukti koordinasi formal dengan pejabat/staf lain yang terkait
berupa komentar, pendapat, koreksi atau pembetulan terhadap
batang tubuh telaahan, sehingga tersedia semua keterangan

bagi pimpinan sebelum mengambil putusan.
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FORMAT TELAAHAN STAF

TELAAHAN STAF
TENTANG

A. Persoalan
Memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan.

B. Pra anggapan
Memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai
situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa mendatang.

C. Fakta Yang Mempengaruhi
Memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan.

D. Analisis
Analisis pengaruh pra anggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan
serta keuntungan dan kerugian, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau
dapat dilakukan.

E. Simpulan
Memuat intisari hasil diskusi dan pilihan satu cara bertindak atau jalan keluar sebagai
pemecahan persoalan yang dihadapi.

F. Saran Tindakan
Memuat secara ringkas dan jelas saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang

dihadapi
Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Nama Jabatan,
(tanda tangan)
Nama Lengkap
Daftar lampiran:

Visnsssaisisssivaasisasinsmaisiise
2, < ostsk A hbiabae e tn iy L bs AT kot ek
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I.  Notula
Susunan Notula, terdiri atas:
1. Kepala Notula, meliputi:

a. kepala Naskah Dinas unit organisasi;

b. tulisan notula dicantumkan di bawah nama instansi, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris.

2. Batang tubuh Notula, meliputi berikut.

a. Dasar, berisi surat undangan yang mendasari pelaksanaan
rapat.

b. Waktu dan Tempat, berisi waktu dan tempat pelaksanaan rapat.

c. Agenda, berisi pokok pembahasan rapat secara singkat.

Peserta, berisi daftar peserta atau dapat pula berupa daftar
hadir pada lembar tersendiri sebagai lampiran yang merupakan
satu kesatuan dengan Notula.

e. Pelaksanaan Rapat, berisi wuraian mengenai pembukaan,
pembahasan dan kesimpulan.

3. Kaki Notula, meliputi berikut.

a. Tempat dan tanggal pembuatan notula;

b. Kata “Notulis” diikuti tanda baca koma;

c. Nama lengkap notulis;

d. Nama jabatan pejabat yang mengetahui pembuatan notula
(atasan notulis yang mengikuti rapat) ditulis secara simetris dan
diakhiri dengan tanda baca koma;

e. Nama lengkap pejabat yang mengetahui pembuatan notula
(atasan notulis yang mengikuti rapat), ditulis dengan huruf awal
kapital, tanpa diberi tanda baca apa pun.
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FORMAT NOTULA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL —
BIRO ORGANISAS|I DAN KETATALAKSANAAN nama, dan
fmal
GEDUNG DULLANDA | LANTAI 1817, JALAN DR WAHIDIN NOMOR | JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 wio

TELEFOM {021]) 30458583, 3045527, FAKEMILE (021)] 3045985, EITUE wwa kemenkeu.goid

NOTULA }i e

inama
rapat)

|A. Dasar
Surat Undangan (pejabat penandatangan) Nomor ... tamggal ...

B. VWakiu dan Tempat
Rapat dilaksanakan pada hari ..., tanggal ... pukul ... 5.d. ... bertempat di ....

C. Agenda
(diisi dengan pokok pembahasan rapat secara singkat)

0. Peserta _ “Unil
NO_ NANMA JAEATAN _| UNIT ORGANISASI s
1. dengan
2. unf yang
T dnwakill
Sesual
tupuan
E. Pelaksanaan Rapat sura
I. Pembukaan
Il. Pembahasan
. Simpulan
Dibuat di ...
Mengetahui, pada tanggal ...
Kepala Subbagian Ketatalaksanaan I1A, Motulis,
Mama Lengkap Mama Lengkap

Ep.: BJ2rE) 2372010
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J. Lembar Ralat
Susunan Lembar Ralat, terdiri atas:
1. Kepala Lembar Ralat, meliputi:
a. kepala Naskah Dinas unit organisasi; dan
b. tulisan Lembar Ralat dicantumkan di bawah nama instansi,
ditulis dengan huruf kapital secara simetris diikuti dengan
Judul Naskah Dinas, nomor, dan tanggal yang diralat.
2. Batang tubuh Lembar Ralat, meliputi:
a. nomor, berisi nomor urut;
b. halaman/Nomor yang menunjukkan letak kata/kalimat yang
diralat pada suatu Naskah Dinas;
c. tertulis, berisi kata/kalimat yang diralat pada suatu Naskah
Dinas; dan
d. tulisan menjadi, berisi penyesuaian/penyempurnaan
kata/kalimat yang diralat pada suatu Naskah Dinas.
3. Kaki Lembar Ralat, meliputi:
a. tempat dan tanggal pembuatan Lembar Ralat; dan
b. nama lengkap pejabat yang menandatangani Lembar Ralat,
ditulis dengan huruf awal kapital, tanpa diberi tanda baca apa

pun.
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FORMAT LEMBAR RALAT

. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUELIK INDONESIA
5 SEKRETARIAT JENDERAL e
BIRO ORGANISAS] DAN KETATALAKSANAAN nstans|
GEDUNG DUUANDOA | LANTAI 1817, 14l AN OR. WAHIDIN NOBOR | JARARTA $0710, KOTAE POS 21
TELEPOHN [021) 3040555, 3045023 FAXSIMILE (021) 3040558% SITUS www. kermeniosw go.id
Judul naskah
LEMBIQH HALAT dinas dan
MOMOR RAL- /SJ.2/2018 } e

{tanggal) maka dilakukan ralat sebagai berikut. nasicah dinas

Sehubungan dengan kekeliruan yang terdapat pada (maskah dinas), {nomor), } —

wang b=lah lerbit
dan periu
diralat

0. | HALAMAN/MNOMOR TERTULIS MEMJADI

z Baglan dari
nasicah dinas
yang diralat.

nf s |Lafpal ==

Hota sesual
alamat instansi
dan tanggal

peranda-
tanganan

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

Kepala Biro,

Maima jabatan
dan nama
Iengap pejabat
ditulls dergan
Tt 2wl

Eapital.

Mama Lengkap

Kp- 525 ZRIMA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
TTD

SRI MULYANI INDRAWATI
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LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 136 /PMK.01/2018

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

PEMROSESAN DAN PENGELOLAAN NASKAH DINAS

A. Media/Sarana Naskah Dinas Konvensional
1. Kertas
a. Penggunaan Kertas

1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas berupa HVS
maksimal 80 gram, antara lain untuk kegiatan
korespondensi, penggandaan, dan dokumen pelaporan.

2) Penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain,
hanya terbatas untuk jenis Naskah Dinas yang mempunyai
nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu
lama.

3) Penyediaan kertas berlambang negara dan/atau logo
instansi, dicetak di atas kertas 80 gram.

4) Penyusunan Naskah Dinas menggunakan kertas A4 yang
berukuran 297 X 210 mm (8 1/4 X 11 3/4 inci), kecuali
Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Standar
Operasional Prosedur, Keputusan, kartu undangan, dan
perjanjian internasional.

5) Naskah Dinas perjanjian internasional menggunakan kertas
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Kartu undangan menggunakan kertas A5 (210 X 148 mm).

7) Verbal menggunakan kertas Folio ganda (420 X 330 mm).

b. Warna dan Kualitas

1) Kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond)
digunakan untuk Naskah Dinas yang asli, sedangkan yang
berkualitas biasa dapat digunakan untuk salinan Naskah
Dinas.
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2.

-132-

2) Apabila digunakan mesin ketik biasa, salinan Naskah Dinas
diketik dengan kertas karbon pada kertas
doorslag/ manifold/ tissue.

3) Naskah Dinas dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau
lebih atau bernilai guna permanen harus menggunakan
kertas, serendah-rendahnya, dengan nilai keasaman (PH) 7.

Sampul

a.

Sampul merupakan sarana kelengkapan penyampaian Naskah

Dinas, terutama untuk surat keluar.

Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang digunakan untuk

korespondensi di lingkungan Kementerian Keuangan diatur

sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi.

Cara melipat dan memasukkan Naskah Dinas ke dalam sampul

1) Naskah Dinas yang sudah diketik rapi akan kehilangan
penampilannya yang menarik jika cara melipat dan
memasukkan ke dalam sampul kurang cermat dan tidak
hati-hati.

2) Sebelum kertas Naskah Dinas dilipat, terlebih dahulu perlu
dipertimbangkan ukuran sampul yang akan digunakan.

3) Sudut-sudut surat yang sudah dilipat harus bertemu dan
lipatannya harus lurus dan tidak kusut.

4) Cara melipat surat yang akan dimasukkan ke dalam
sampul sebagai berikut:

a) sepertiga bagian bawah lembaran surat dilipat ke
depan dan sepertiga bagian atas dilipat ke belakang;
dan

b) selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam sampul
dengan bagian kepala Naskah Dinas menghadap ke
depan sampul.
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Ilustrasi Cara Melipat Surat yang akan Dimasukkan ke dalam Sampul
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Pertama, sepertiga bagian
bawah lembaran kertas surat
dilipat ke depan, ke atas.

Owmede vt meae—
e

== ..

Lembar Kertas Surat ¥

Keduan, sepertiga bagian atas
lembaran kertas surat dilipat ke
belakang, ke bawah.

P

Ketiga, surat dimasukkan ke
dalam sampul dengan bagian
kepala surat menghadap

ke depan.
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B. Penanganan Naskah Dinas Masuk

1.

Penerimaan

a. Naskah Dinas masuk yang diterima dalam sampul tertutup
dikelompokkan dan  diperlakukan berdasarkan tingkat
keamanannya (SR, R, T, B) dan tingkat kecepatan
penyampaiannya (Sangat Segera, Segera, Biasa).

b. Untuk Naskah Dinas masuk dengan tingkat keamanan SR dan R
hanya boleh dibuka oleh pejabat tujuan Naskah Dinas.

Pencatatan

a. Sarana kendali
Penanganan Naskah Dinas masuk dapat dilakukan melalui
sarana kendali:

1) buku agenda, yang disusun dalam kolom catatan yang
memuat sekurang-kurangnya: tanggal, nomor agenda,
nomor dan tanggal surat masuk, lampiran, alamat
pengirim, hal/isi surat, isi disposisi, dan keterangan;

2) lembar disposisi;

3) Sistem TND Elektronik; dan

4) sarana lain yang diatur sesuai dengan kebutuhan masing-
masing unit organisasi.

b. Pada saat Naskah Dinas masuk, petugas penerima mencatat dan
menandatangani pada sarana kendali, yang dilaksanakan
dengan  prioritas sesuai dengan  tingkat kecepatan
penyampaiannya.

c. Pencatatan surat dinas yang mempunyai tingkat penanganan
khusus/keamanan SR, R, dan T dilakukan oleh pejabat/pegawai
tertentu yang mendapatkan kewenangan dari pimpinan instansi
yang bersangkutan.

d. Pencatatan Naskah Dinas yang mempunyai tingkat keamanan B
dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh pejabat tata usaha.

e. Pencatatan Naskah Dinas masuk pada sarana kendali dimulai
dari nomor 1 (satu) pada bulan Januari dan berakhir pada
nomor terakhir dalam satu tahun, yaitu nomor terakhir pada
tanggal 31 Desember.

f. Pencatatan Naskah Dinas masuk selalu dilakukan pada setiap
terjadi pemindahan dan penyimpanan.
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Penilaian

a. Kegiatan penilaian Naskah Dinas masuk mulai dilaksanakan
bersamaan pada tahap pencatatan, yaitu pada waktu menilai
sementara apakah Maskah Dinas masuk tersebut termasuk yang
harus diberkaskan.

b. Penilaian sementara tersebut pada huruf a dilakukan untuk
memudahkan penanganan Naskah Dinas oleh pejabat arsip.

c. Pada tahap penilaian Naskah Dinas, dinilai apakah Naskah
Dinas akan disampaikan kepada pimpinan atau dapat
disampaikan langsung kepada pejabat yang menangani.

d. Selain penilaian penyampaian Naskah Dinas, dilakukan pula
penilaian penanganan Naskah Dinas, apakah Naskah Dinas
masuk akan diproses biasa atau melalui proses pemberkasan
naskah.

e. Naskah Dinas masuk yang beralamat pribadi (nama orang)
dinilai termasuk Naskah Dinas yang hams disampaikan
langsung kepada yang bersangkutan dalam keadaan sampul
tertutup.

f.  Penilaian dilakukan dengan berpedoman kepada tingkat
keamanan dan tingkat kecepatan penyampaian surat.

Pengolahan

a. Pada tahap pengolahan, pejabat yang menangani memutuskan
tindakan yang akan diambil sehubungan dengan Naskah Dinas
masuk tersebut.

b. Dari hasil pengolahan, dapat diputuskan tindak lanjutnya, yaitu
langsung disimpan atau dibuat Naskah Dinas sebagai jawaban,
misalnya berupa surat dinas, keputusan, atau instruksi.

c. Pengolahan Naskah Dinas masuk dapat mengpunakan proses
pemberkasan naskah atau proses administrasi biasa sesuai
dengan kebutuhan.

Penyimpanan

a. Selama masa pengolahan, Naskah Dinas masuk sudah mulai
mengalami proses penyimpanan.

b. Naskah Dinas harus disimpan sedemikian rupa sehingga mudah
ditemukan kembali jika diperlukan.
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c. Naskah Dinas masuk yang melalui proses pemberkasan
disimpan dalam berkas Naskah Dinas menurut bidang
permasalahan.

d. Naskah Dinas masuk yang diproses tidak melalui proses
pemberkasan, maka Naskah Dinas disimpan dalam himpunan
sesuai dengan kebutuhan.

e. Selama Naskah Dinas masih aktif, tetap disimpan di unit
pengolah.

f. Jika setelah dinilai menjadi arsip inaktif, penyimpanan harus
sudah dialihkan ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan
mengenai kearsipan yang berlaku.
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C. Penanganan Naskah Dinas Keluar
1. Pengolahan
a. Kegiatan pengolahan dimulai dari penyiapan hingga ke
penandatanganan Naskah Dinas.
b. Penyiapan Naskah Dinas dilaksanakan, antara lain karena:

1) adanya kebijakan pimpinan;

2) sebagai reaksi atas suatu aksi; dan

3) adanya konsep baru atas inisiatif pejabat yang menangani.

c. Penyiapan/penyusunan konsep Naskah Dinas keluar sebagai
berikut:
1) Penyiapan/penyusunan konsep dilakukan oleh
pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan
yang membidangi.
2) Konsep yang disiapkan harus berdasarkan pada kebijakan
dan arahan pimpinan, dibuat dalam dua rangkap.
3) Setiap konsep yang akan diajukan kepada pimpinan
terlebih dahulu harus diteliti oleh pejabat unit tata usaha
atau pejabat yang diserahi wewenang.
4) Kedua rangkap konsep Naskah Dinas sebelum
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dibubuhi paraf
terlebih dahulu oleh para pejabat sampai dengan dua
tingkat di bawahnya yang bertugas menyiapkan konsep
Naskah Dinas tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut.
a) Untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah
pejabat penandatangan Naskah Dinas berada di
sebelah kiri/sebelum nama pejabat penandatangan.

b) Untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah
pejabat penandatangan Naskah Dinas berada di
sebelah kanan/setelah nama pejabat penandatangan.

5) Selain paraf pada konsep Naskah Dinas, paraf juga
dibubuhkan pada verbal naskah dinas sebagai bukti bahwa
verbal atau Naskah Dinas telah diteliti dan dikoordinasikan
oleh setiap pejabat yang terlibat, dengan urutan sebagai
berikut:

a) Diketik oleh: ...
b) Dibaca oleh: ...
c) Diperiksa oleh : ...
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d) Nota:..
e) Terlebih dahulu: ...
f) Ditetapkan: ...

6) Penandatanganan, pemberian cap dinas dan penomoran.
Setelah Naskah Dinas diparaf oleh pejabat yang
bersangkutan dan tidak lagi mengandung
kekurangan/kesalahan yang perlu diperbaiki, proses

selanjutnya sebagai berikut.

a) Naskah Dinas diajukan kepada pejabat yang akan
menandatangani.

b) Naskah Dinas ditandatangani oleh pejabat yang
bersangkutan.

c) Diberikan nomor dan tanggal Naskah Dinas.
d) Cap dibubuhkan pada Naskah Dinas sesuai ketentuan.
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Contoh Format Verbal

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

GEDUNG DJUANDA | LANTAI & JALAN DR WAHIDIN MOMOR |, JAKARTA 10790, KOTAK POSE
TELEPON (021} 3448230, 3082143 FARSIMILE (021 34337100 SITUS wanw. kemenkso go. id

DIKETIK OLEH L)
DIBACA OLEH D2
DIPERIKSA OLEH ©i3)
DIKIRIM PADA TANGGAL ©i4)

DIAJUKAN KEMBALI PADA TANGGAL (5)

HAL : {6) Mo. Agenda : {7}
MOMOR : (8) JAKARTA, .. Tanggal, Bulan, Tahun...{10)
MOTA (9

Kepala Subbagian Ketatalaksanaan LA,
(tanda tangan)

Bayu Murcahyo C.P.

Terlebih dahulu : {I=i di dalam})

Kepala Bagian Ketatalaksanaan |,

(tanda tangan)

M. Eko Budiantoro

Ditetapkan : (11)
Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan,
(tanda tangan)

Dini Kusumawati

[Kp.: (12)
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Contoh Format Verbal Untuk Naskah Dinas Bersama

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUEBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
GEDUNG DJUANDA | LANTAI 4, JALAN DR WAHIDIN NOMOR |, JAKARTA 10740, KOTAK POS 2
TELEPON (021} 3448230, 3032143 FAKSIMLE (021§ 3433710; SITUS waw._kemenkes go.id
DIKETIK OLEH 1)
DIBACA OLEH o 2)
DIPERIKSA OLEH D3
DIKIRIM PADA TANGGAL T4
DlAJUKAM KEMBALI PADA TANGGAL (5)
HAL : {6) Mo. Agenda : {7}
NOMOR : () JAKARTA, .. Tanggal, Bulan, Tahum...(10)
MOTA (%)
Kepala Subbagian Ketatalaksanaan LA, Kepala Subbagian Hukum Pajak |,
(tanda tangan) (tamda tangan)
Mama Nama
Terlebih dahulu : (Isi di dalam}
Kepala Bagian Ketatalaksanaan |, Kepala Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan,
(tanda tangan) (tanda tangan)
Mama Nama
Ditetapkan : (11)
Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kepala Biro Hukum,
(tanda tangan) {tanda tangan)
Mama Mama
l Kp. : J (12)
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Contoh Format Verbal untuk Naskah Dinas berupa Peraturan atau Keputusan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(UNIT ORGANISASI ESELON | PENGLISUL)

(ALAMAT LEMGHAP UNIT DRGAMNISASI ESELON 1)

(Pimpinan Unit Eselon Il
Pengusul},

(tanda tangam)

Mama

{Pimpinan Unit Eselon |
Pengusul],

(tanda tangamn)

Mama

Tarebih dahulu:
Wakil Menteri Keuangan,

({tanda tangan)

Mardiasmo

Ditetapkan:
Mentern Keuangamn,

(tanda tangam)

Sri Mulyani Indrawati

[ Kp. :

DIKETIK OLEH (1)
DIBACA OLEH (2)
DIPERIKSA OLEH (3)
DIKIRIM PADA TAMGGAL - (4)
DlAJUKAN KEMBALI PADA TANGGAL (5)
HAL : (&) Mo. Agenda : (7]
NOMOR : 3) JAKARTA, (tanggal, bulan, tahum) (10}
WOTA (9)

Kepala Biro Hukum,

(tanda tangam)

Mama

(Fimpinan Unit Eselon |

Terkait},
{lande tangen) (tanda tangam)
Mama Mama

(I=i di dalam)

(11}

Sekretaris Jenderal,
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Keterangan penggunaan konsep verbal:

1. Nama jabatan/pegawai yang membuat konsep
(konseptor/redaktur).

2. Nama pejabat atasan dari konseptor/redaktur dan setelah
diperiksa pejabat tersebut dibubuhkan parafnya.

3. Nama atasan yang membawahi pemeriksa berkas sebagai

penanggung jawab.

Tanggal dikirim.

Tanggal pengajuan kembali.

Pokok permasalahan.

Nomor urut agenda verbal yang diberikan oleh pegawai

=aal -

Subbagian Tata Usaha yang mengurus Naskah Dinas masuk
dan Naskah Dinas keluar pada Direktorat Jenderal/Badan
masing-masing.

8. Nomor urut surat atau dokumen lainnya yang diberikan oleh
unit yang mengurus Naskah Dinas keluar secara sentral.

9. Diisi dengan nama jabatan pembuat konsep atau nota yang
menyertai verbal yang sifatnya sebagai pengantar berisi
penjelasan dari pembuat konsep atau atasan pembuat konsep,
kepada pejabat yang akan menetapkan. Konsep yang dibuat oleh
pejabat yang mempunyai atasan di bawah pejabat yang akan
menetapkan, dibubuhkan kata-kata: “Terlebih dahulu ...”.
Contoh:

Pembuat konsep: Kepala Subbagian Persuratan, Arsip, dan
Dokumentasi

Atasan pembuat konsep: Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian
Pejabat satu tingkat di bawah pejabat yang menetapkan: Kepala
Biro Umum

Pejabat yang menetapkan: Sekretaris Jenderal
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Penandatanganan verbal Naskah Dinas dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Naskah Dinas yang penyusunannya melibatkan
beberapa unit Eselon I atau unit non Eselon yang setara
dengan unit Eselon I dan Eselon II atau unit non Eselon
yang setara dengan unit Eselon II, maka tata urutan
terhadap  Pejabat yang akan  memaraf verbal,
memperhatikan hierarki dari struktur jabatan yang ada.

b. unit inisiator atau yang memimpin (lead) di sebelah kiri;

c. unit lain di sebelah kanan unit inisiator atau yang
memimpin (lead);

d. dalam hal verbal digunakan untuk Naskah Dinas berupa
Peraturan atau Keputusan:

1) pada kolom tandatangan juga diparaf atau
ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon I/II lain
selaku unit terkait yang terlibat secara intensif dalam
pembahasan Peraturan atau Keputusan berkenaan,
yang diletakkan di sebelah kanan sejajar dengan unit
Eselon I/Il inisiator atau yang memimpin (lead)
pembahasan Peraturan atau Keputusan; dan

2) mencantumkan kolom penandatanganan:

a) Menteri Keuangan;

b) Wakil Menteri Keuangan sepanjang Peraturan
dan/atau Keputusan perlu mendapat review dan
persetujuan dari Wakil Menteri Keuangan sesuai
pedoman mengenai prosedur review dan
persetujuan Wakil Menteri Keuangan atas Naskah
Dinas Menteri Keuangan;

c) Sekretaris Jenderal; dan

d) Kepala Biro Hukum;

e. dalam satu baris verbal terdapat paling banyak tiga
penandatangan.

Tanggal Naskah Dinas yang akan dikeluarkan.

Nama jabatan dan nama pejabat yang akan menandatangani

Naskah Dinas.
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12. Kode penunjuk diisi dengan kode unit organisasi pembuat
konsep dan pelimpahan berkas, misalnya: Kp.:
SJ.2/SJ.23/2018.

2. Pencatatan

a. Penanganan Naskah Dinas keluar dapat dilakukan melalui
sarana kendali:
1) Buku Agenda.
2) Lembar Pengantar (LP)/ buku ekspedisi.
3) Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE); dan
4) sarana lain yang diatur sesuai dengan kebutuhan masing-

masing unit organisasi.

b. Semua Naskah Dinas keluar dicatat dalam sarana kendali yang

bentuk, susunan, dan tata cara pencatatannya menurut

ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Penggandaan
a. Penggandaan merupakan kegiatan memperbanyak Naskah
Dinas dengan sarana yang tersedia sesuai dengan banyak
alamat yang dituju.
b. Penggandaan hanya dilakukan setelah Naskah Dinas keluar
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
c. Cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli
(bukan salinan).
d. Jumlah yang digandakan sesuai dengan tujuan dan tembusan
Naskah Dinas.
e. Penggandaan Naskah Dinas keluar yang tingkat kecepatan
penyampaiannya Sangat Segera harus didahulukan.
f. Penggandaan Naskah Dinas keluar yang tingkat keamanannya
Sangat Rahasia dan Rahasia harus diawasi dengan ketat.
g. Pejabat wunit tata wusaha berkewajiban menjaga agar
penggandaan dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.
4. Pengiriman
a. Naskah Dinas keluar yang akan dikirim dimasukkan ke dalam
sampul.
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b. Pada sampul Naskah Dinas keluar yang tingkat keamanannya
Biasa (B) dicantumkan alamat lengkap, nomor Naskah Dinas,
dan cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian
(Sangat Segera, Segera dan Biasa).

c. Pada sampul Naskah Dinas yang tingkat keamanannya Sangat
Rahasia (SR), Rahasia (R), atau Terbatas (T) dimasukkan ke
dalam sampul, dibubuhi alamat lengkap, nomor Naskah Dinas,
cap dinas, cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan
penyampaian, dan cap tingkat keamanan, selanjutnya sampul
ini dimasukkan ke dalam sampul kedua dengan tanda-tanda
yang sama, kecuali cap tingkat keamanan.

d. Semua Naskah Dinas keluar yang dikirim dicatat dalam sarana
kendali sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti
pengiriman tersendiri.

e. Untuk kepentingan keamanan, pejabat unit tata wusaha
mengupayakan keselamatan pengiriman semua Naskah Dinas
keluar.

Penyimpanan

Semua arsip Naskah Dinas keluar (pertinggal) dan tata cara

penyimpanannya mengikuti ketentuan yang berlaku mengenai

kearsipan.
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D. Cap Dinas

Bentuk Cap Dinas Keterangan

Bulat Ukuran: garis tengah mendatar
lingkaran luar 38 mm dan garis
tengah lingkaran dalam 26 mm.

(1) Batas luar dua buah lingkaran
tebal dan tipis
(2) Batas dalam sebuah lingkaran
tipis
[3) Izi tulisan atas dan bawah
ditulis menurut arah panah
serta dibatasi dua bintang segi
lima
(#) a. Kosong tanpa tulisan
b. Apabila ada, ditulis
menurut arah panah dan
diberi garis pembatas atas
dan bawah berupa pgaris
tipis mendatar sejajar
tulizsan.
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Distribusi Naskah Dinas

1.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar distribusi

sebagai berikut.

a. Kelompok pertama merupakan pejabat yang langsung berada di
bawah pimpinan Kementerian Keuangan (Pimpinan Unit
Organisasi Eselon I atau Pimpinan pada Unit Non Eselon yang
setara dengan Unit Eselon I);

b. Kelompok kedua merupakan pejabat pada kelompok pertama,
ditambah dengan pejabat pada urutan Eselon berikutnya
(Pimpinan Unit Organisasi Eselon II atau Pimpinan pada Unit
Non Eselon yang setara dengan Unit Eselon II);

c. Kelompok ketiga merupakan pejabat pada kelompok pertama
dan kedua ditambah pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Cara penggunaan daftar distribusi sebagai berikut:

a. Setiap daftar distribusi menunjukkan batas pejabat yang berhak
menerima naskah sesuai dengan kelompoknya.

b. Dengan demikian, jika naskah dimaksudkan sampai ke pejabat
Eselon tertentu, pada alamat tidak perlu ditambah daftar
distribusi untuk pejabat Eselon di bawahnya.

c. Daftar distribusi tidak digunakan jika naskah didistribusikan
untuk pejabat tertentu. Untuk itu, pada setiap naskah
dicantumkan pejabat yang dituju.

Penyebutan nomor salinan surat disusun sebagai berikut.

a. Semua surat yang mempunyai tingkat keamanan sangat
rahasia/rahasia harus diberi nomor salinan pada halaman
pertama.

b. Jumlah salinan harus dicantumkan meskipun hanya satu
salinan (salinan tunggal).

c. Pendistribusian surat yang bernomor salinan harus sama
dengan daftar distribusinya.

d. Daftar distribusi harus dicantumkan sebagai lampiran.

Sainan Kesatu

' L) 4 Jumniah Kopt: Lima
N ’
A A
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F. Ketentuan Pengelolaan Naskah Dinas
1. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui Naskah Dinas haras

dilaksanakan secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan salah

penafsiran.
2. Koordinasi

a. Koordinasi antar pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan
sebaiknya dilakukan dengan mengutamakan metode yang paling
cepat dan tepat, seperti diskusi, kunjungan pribadi, dan jaringan
telepon.

b. Jika dalam penyusunan Naskah Dinas diperlukan koordinasi,
pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai tahap
penyusunan konsep, sehingga perbaikan pada konsep final dapat
dihindari.

3. Sarana

Urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara

dan prosedur korespondensi hamis menggunakan sarana komunikasi

administrasi resmi.
4. Jawaban terhadap Naskah Dinas Korespondensi yang Masuk

a. Instansi pengirim harus segera menginformasikan kepada
penerima Naskah Dinas atas keterlambatan jawaban dalam
suatu proses komunikasi tanpa keterangan yang jelas;

b. Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap
konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim.

5. Waktu Penandatanganan Naskah Dinas Korespondensi

Waktu penandatanganan Naskah Dinas korespondensi harus

memperhatikan sifat Naskah Dinas dan jadwal pengiriman Naskah

Dinas yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan dan segera

dikirim setelah ditandatangani.

6. Penanganan Naskah Dinas dengan Tingkat Keamanan Tertentu

Penanganan keamanan pada Naskah Dinas dilakukan dengan cara:

a. Pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses

1) Naskah Dinas yang mengandung materi dengan tingkat
keamanan tertentu (Sangat Rahasia atau Rahasia) harus
dijaga keamanannya dalam rangka keamanan dan

keselamatan negara.
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2) Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik),
dengan tinta berwarna merah pada margin kanan atas setiap
halaman Naskah Dinas dan sampul.

3) Jika Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1)
disalin, cap tingkat keamanan pada salinan harus dengan
warna yang sama dengan warna cap pada naskah asli.

4) Pemberian tanda tingkat keamanan dimulai pada saat
konsep dibuat, dicantumkan pada verbal konsep.

Pemberian nomor seri pengaman dan security printing

1) Selain pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan
akses, dapat pula digunakan pemberian nomor seri
pengaman dan security printing yang bertujuan untuk
mencegah pemalsuan dan perusakan serta jaminan
terhadap keautentikan dan keaslian Naskah Dinas.

2) Security printing dapat menggunakan metode-metode teknis
sebagai berikut:

a) Kertas khusus, yaitu kertas yang memiliki nomor seri
pengamanan yang diatur tersendiri dan hanya diketahui
pihak-pihak tertentu.

b) Watermarks, yaitu pola pada kertas yang muncul lebih
terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus
dilihat dengan cahaya dari belakang kertas, karena
variasi kerapatan kertas.

c) Rosesttes, yaitu suatu teknik security printing yang
berbentuk garis-garis melengkung tidak terputus,
menempati suatu area tertentu, dan biasanya
menyerupai bunga.

d) Guilloche, yaitu suatu teknik security printing yang
berbentuk garis-garis melengkung tidak terputus,
menempati suatu area terbatas yang terbuat sedemikian
rupa sehingga membentuk suatu ornament border yang
indah.

e) Filter image, yaitu suatu teknik security printing yang
hanya dapat terlihat bila filter viewer ini dipasang pada
permukaan cetak, dan tanpa alat pembaca ini, teks
tidak dapat terbaca.
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f) Anticopy, yaitu suatu teknik security printing dengan
garis atau raster pada area tertentu dan tersembunyi
dan hanya akan Nampak apabila dokumen ini
difotocopy.

g) Microtext, yaitu suatu teknik security printing yang
memakai elemen pengaman tersembunyi, terdiri dari
teks dengan ukuran sangat kecil sehingga secara kasat
mata akan tampak seperti suatu garis.

h) Line width modulation, yaitu suatu teknik security
printing yang terbentuk dari susunan garis yang
mengalami penebalan pada garis-garis desain lurus
maupun lengkungan pada area tertentu.

i)  Relief motif, yaitu suatu teknik security printing yang
dibentuk dengan pembengkokan pada area tertentu,
sehingga menimbulkan images seolah-olah motif
terkesan timbul.

j)  Invisible ink, yaitu suatu teknik security printing yang
berupa aplikasi teks, gambar, maupun logo yang dicetak
dengan tinta security khusus, dimana tinta hanya akan
tampak apabila diamati di bawah sinar ultraviolet.

7. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

a. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah
Dinas antar atau ke luar Kementerian Keuangan yang bersifat
kebijakan /keputusan /arahan berada pada Menteri Keuangan.

b. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah
Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/ arahan dapat
didelegasikan/dimandatkan kepada pimpinan unit organisasi di
setiap tingkatan organisasi atau pejabat lain yang diberi
kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas di
lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu dilaksanakan sebagai
berikut.

1) Pimpinan unit Eselon I atau pimpinan pada unit Non
Eselon yang setara dengan unit Eselon I dapat memperoleh
pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah
Dinas tentang supervisi, arahan mengenai rencana strategis
dan operasional, termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi
sesuai dengan bidang masing-masing.
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2) Pimpinan unit Eselon II atau pimpinan pada unit Non
Eselon yang setara dengan unit Eselon II, baik pada kantor
pusat dan instansi vertikal, dapat memperoleh pelimpahan
kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang
masing-masing.

3) Pimpinan unit Eselon III dan IV, yaitu para kepala kantor
yang karena sifat tugasnya otonom, dapat memperocleh
pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah
Dinas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan
bidang masing-masing.

Pengpunaan garis kewenangan dan pelimpahan wewenang

menandatangani Naskah Dinas

1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Kementerian
Keuangan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang

dilakukan di lingkungan unit organisasinya.

2) Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau
diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat
berwenang.

3) Garis kewenangan  digunakan  jika surat dinas
ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari
pejabat yang berwenang.
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MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

| Pimpi Taif Pimpinan unit Hapla Pejabat Pejabat Pejabat i
No Jonis Naskah Dinas| Menteri Wlh.ll Eaien | xtan Dr.ll Staf Khusus | Eselon II Kantor ‘l‘enl.l“ Keulll Eaniar Kepala | Eselon Il | Eselon IV | Eselon V. ]’ﬂl'l:uk
Menteri yong setarn Ahli Pusat atau yang | Pengkaji] Kanwil Pelar UPT atan yang | atau yang | atau yang | F
setarn R setara setarn setara

L Surat Edamn
2 Instruksi
& Surat Perintah
4. Surat NIII
5. Nota Dinas v v v v )
[ Surat Dinas v
7| Serat Unaungan : ; ; i
8. Burat Perjanjian
L Burat Kuasa

10 Berita Acara

11. Surat Heterangan

12 Surat Pengantar

13. Pengumuman

14. Laporan

15 Telaahan Staf

16. Notula J J J J

17. Lembar ralat ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani Naskah Dinas yang diralat atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah dengan mekanisme untak belian [u.b.).

#| khusus nota dinas dan surat undangan yang ditujukan untuk pejabat/pegawai di lingkup unit organisasi dimana pejabat fungsional

tersebut berkedudukan.
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Penandatanganan

1) Penandatanganan Naskah Dinas dilakukan oleh pejabat
definitif, kecuali ditentukan lain.

2) Penandatanganan Naskah Dinas kecuali yang ditentukan
lain sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan
pula dengan mekanisme atas nama (a.n.) atau untuk beliau
(u.b.).

3) Penandatanganan dengan mekanisme atas nama (a.n.) atau
untuk beliau (u.b.) dilakukan jika Pejabat yang mempunyai
kewenangan menandatangani Naskah Dinas melimpahkan
kewenangannya dalam bentuk mandat sesuai ketentuan
dan/atau peraturan perundangan-undangan.
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8. Rujukan

Rujukan merupakan naskah atau dokumen lain yang digunakan

sebagai dasar acuan atau dasar penyusunan naskah.

a. Dalam hal Naskah Dinas memerlukan rujukan, naskah rujukan
ditulis pada alinea pembuka diikuti substansi materi Naskah
Dinas yang bersangkutan.

b. Dalam hal rujukan lebih dari satu naskah, rujukan harus ditulis
secara kronologis.

c. Cara menulis naskah rujukan.

1) Rujukan berupa Naskah Dinas arahan (peraturan,
keputusan, dan lain-lain)
Penulisan rujukan berupa Naskah Dinas arahan mencakup
informasi singkat tentang naskah yang menjadi rujukan,
dengan urutan sebagai berikut, yaitu jenis Naskah Dinas,
jabatan penandatangan Naskah Dinas, nomor Naskah
Dinas (ditulis lengkap, misalnya Nomor .../PMK.01/2018),
tanggal penetapan, dan subjek Naskah Dinas.

2) Rujukan berupa Naskah Dinas lainnya
Penulisan rujukan berupa Naskah Dinas lainnya mencakup
informasi singkat tentang Naskah Dinas yang menjadi
rujukan, dengan urutan yaitu, jenis Naskah Dinas, jabatan
penandatangan, nomor Naskah Dinas (ditulis lengkap,
misalnya nomor S-.../SJ/2018), tanggal penandatanganan
Naskah Dinas dan hal (dikutip sama dengan naskah
aslinya).

3) Rujukan berupa Naskah Dinas elektronis
Penulisan rujukan berupa Naskah Dinas yang dikirimkan
melalui sarana elektronik diatur tersendiri.

4) Rujukan surat kepada instansi nonpemerintah
Rujukan harus dicantumkan pada surat dinas yang
ditujukan kepada instansi nonpemerintah.

9. Disposisi

a. Disposisi merupakan petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut
pengelolaan atau penyelesaian Naskah Dinas, yang ditulis secara
jelas pada lembar disposisi, tidak pada naskah asli.
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Petunjuk tertulis dimaksud berupa check list dan catatan untuk
memperjelas hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh
pejabat/unit yang berada di bawah pejabat yang
mendisposisikan berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi,
kewenangan, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan Naskah
Dinas yang bersangkutan dan tidak boleh dipisahkan, sehingga
pada lembar disposisi selalu dicantumkan kalimat “Dilarang
memisahkan sehelai surat pun yang tergabung dalam berkas
ini".

Ukuran lembar disposisi A5 atau setengah kuarto (210 x 148

mm).
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Contoh Format Lembar Disposisi Menteri Keuangan

FERHATIAN: DMiarang memilsahkan sehelal Naskah Dinas pun yang t=rgabung dalam berkas inl.

GETHING DUUSMDA | LAMTAL 3, 8L AN DR WAHIDIN ROMOR
TELEPON |[21) 345030 PESAWAT 100 FARSIMILE 3500841 SITUS waw kemsnke good

LEMBAR DISPOS15] PIMPINAM KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMEMNTERIAN KEUANGAMN REPUBLIK INDONESIA

SAMAMTA 10710, KOTAK POS 21

Momor Maskah Dinas Status - Diterima Tangaal
Tanggal MNaskah Dinas Sifat Momor Agenda
Lampiran Jenis

Diari

Hal

SANGAT SEGERA SEGERA
0 Disajikan Unkuk Yth : 0 Mented Keuangan
DISPOS1S] KEPADA: STAF AHLI MENTERI HELANGAN : FETUMJUK -

W'akil Menberi Kesuangan
Sekralaris Jendaral

Drien Anggaran

Dirjen Fajak

Dirjen Baa dan Cukal

Dirjen Pearbendaharaan

Dirjen Kekayaan Megara

Dirjen Permbangan Keuangan
Dirjen Pengeloiaan Pemiblaysan dan
Risika

Inspeitur Jemdearal

Kepala. Badan Kebijakan Fiskal
Keapala BPPE

Kapala PPINSW

Bidarg Perafuran dan
Hukum Pajalk

Bidang Kepaluhan Fajak
Bidarg Pengasnsan Pajak
Bidarg Kesbijakan Penerimaan Megara
Bidarg Pergeluaran Megara

Bidarg Makro Ekonomi dan
Keuangan Imernasional

Bidarg Crpanisasd, Birokrasl dani
Teknologl Irformias]

Bidarg Kabijakan dan Regulasi

Jasa Keuangan dan Pasar kModal

Penegakan

Bidarg Sistem Indormas! dan Teknolog
Bidarg Komurikasi Strajegis

SEEEETARIS MENTER]
EEJARATINIT LAIN,

Setuju Sesual Dengan
HKalemiuan Yang Berlaku
Toiak Sesual Dengan
HKalentuan Yang Berlaku
Sslasalkan Sesual Dengan
Kalentuan Yang Berlaku
Jaraain Sesual Dengan
HKaleniuan Yang Berlaku
Parbalkl

Teltl & Pendapsat
Sesual Calatan

Uinbuk Parhatian

Uinbuk Dicetahul
Edarkan

Bicarakan Dengan Saya
Bicarakan Bersama Dan
Laporian Hasinya

e dvwal Kamn

Simpan

Disiapkan

Ingatkan

Harap Dhadin Diwakil
Al Hepada ...

Tgl. Kirim Untuk Proses :
Diterima Oleh :

Dhiagukan Kembali Tanggal:
Diterima Tanggal -

Tgl. Kembali Untuk Prosas -
Diterima Oleh :

Tamggal Selesai Dan MK :
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Petunjuk Pengisian Lembar Disposisi Menteri Keuangan:

a. Isi kolom identitas Naskah Dinas (nomor, tanggal, dari, hal, dll),
dalam hal menggunakan aplikasi akan tercetak otomatis.

b. Pilih salah satu sifat Naskah Dinas untuk ditindaklanjuti oleh
unit terkait sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian
dan/atau keamanan Naskah Dinas.

c. Pengisian disposisi pimpinan kepada penerima disposisi,
dilakukan dengan memberikan tanda check (v) kepada pejabat
yang akan melaksanakan penugasan/ disposisi.

d. Pilih salah satu atau beberapa petunjuk pada lembar disposisi
berdasarkan arahan/penugasan pimpinan, antara lain:

1) Setuju sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti
bahwa pimpinan menyetujui atas konsep/dokumen /usulan
yang diterima.

2) Tolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti bahwa
pimpinan memberikan penolakan atas
konsep/dokumen/usulan yang diterima, dan penerima
disposisi dapat menindaklanjuti dengan menyusun konsep
naskah dinas penolakan.

3) Selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti
bahwa penugasan yang diberikan kepada penerima
disposisi adalah bertujuan untuk menyelesaikan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana
permohonan/permasalahan yang disampaikan dalam
Naskah Dinas.

4) Jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berarti
bahwa penugasan yang diberikan oleh pimpinan kepada
penerima disposisi adalah guna menindaklanjuti/menjawab
atas suatu dokumen /usulan yang diterima.

5) Perbaiki, berarti bahwa penugasan yang diberikan kepada
penerima  disposisi bertujuan untuk memperbaiki
dokumen /usulan yang diterima/diusulkan.

6) Teliti dan Pendapat, berarti bahwa penerima disposisi wajib
melakukan telaahan dan memberikan pendapat atas suatu
konsep/dokumen /usulan yang diterima dan
penyampaiannya dilakukan melalui nota dinas pejabat yang
bersangkutan kepada pimpinan.
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7) Sesuai Catatan, berarti bahwa adanya penugasan tertentu/
khusus dari pimpinan kepada penerima disposisi
berdasarkan catatan yang diberikan.

8) Untuk Perhatian, berarti bahwa terhadap suatu
permasalahan/ penugasan, diharapkan menjadi perhatian
bagi penerima disposisi agar menindaklanjuti sesuai
dengan perkembangan informasi yang ada.

9) Untuk Diketahui, berarti bahwa terhadap suatu
permasalahan/penugasan, diharapkan dapat menjadi
catatan tersendiri dan diharapkan bagi penerima disposisi
mengetahui perkembangan atas suatu permasalahan.

10) Edarkan, bahwa penerima disposisi wajib menyampaikan
informasi yang diperoleh kepada para pejabat/staf terkait.

11) Bicarakan dengan saya, artinya penerima disposisi
dimintakan pendapat/keterangannya secara lisan terlebih
dahulu dengan pimpinan sebelum menindaklanjuti suatu
permasalahan.

12) Bicarakan Bersama Dan Laporkan Hasilnya, adalah artinya
pimpinan meminta kepada penerima disposisi untuk
melakukan pembahasan terlebih dahulu bersama dengan
pejabat lainnya maupun dengan pejabat/staf di bawahnya,
kemudian melaporkan hasilnya kepada Pimpinan.

13) Dijadwalkan,  merupakan arahan  bahwa  dalam
menindaklanjuti suatu permasalahan perlu dijadwalkan
pembahasan terlebih dahulu, dimana penerima disposisi
menyiapkan materi/ bahan tertentu yang terkait dengan
pembahasan suatu agenda.

14) Simpan, merupakan penugasan pimpinan kepada penerima
disposisi guna menyimpan dokumen/ barang tertentu.

15) Disiapkan, merupakan penugasan pimpinan kepada
penerima disposisi guna menyiapkan materi/ bahan
tertentu dalam rangka pembahasan suatu masalah
maupun menindaklanjuti undangan dengan unit tertentu.

16) Ingatkan, merupakan penugasan pimpinan kepada
penerima disposisi guna menyampaikan pemberitahuan
terkait suatu masalah tertentu yang melibatkan pimpinan
maupun pejabat lain.
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17) Harap Dihadiri/Diwakili, merupakan penugasan pimpinan
kepada penerima disposisi yang bertujuan untuk mewalkili
pimpinan dan/atau hadir dalam suatu pertemuan/ rapat.

18) Asli kepada, berarti bahwa disposisi disampaikan kepada
beberapa penerima, namun secara khusus asli terhadap
naskah dinas yang didisposisikan diberikan kepada pejabat
yang ditunjuk oleh pimpinan.

Catatan, merupakan uraian atau keterangan tambahan yang

disampaikan oleh  pimpinan yang  berisi  informasi

tambahan/arahan tambahan selain penugasan wyang telah
dizsampaikan melalui pemilihan petunjuk disposisi.

Pengisian tanggal diterima, nama, dan paraf penerima yang

dilakukan oleh penerima dokumen sebagai lampiran disposisi.

Pengisian tanggal kembali, nama, dan paraf penerima yang

dilakukan sebagai bukti tindak lanjut disposisi.

Pengisian tanggal penyelesaian atas proses secara keseluruhan

dari pimpinan Kementerian Keuangan.
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Format Lembar Disposisi Pejabat Eselon I atau Pejabat Non Eselon yang

Setara dengan Eselon I

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
GEDUNG DJUUAMDA | LANTAL 4, JALAN DL 'WAHIDIN NOMOM | JAMTA 10710, KOTAK FOS 21
TELEFPOH | 021) 4530 (30 SALUMAN] PESAWAT 2410, 3EIT143 FARSRILE 3044784,  SITLES www. kemerkeugouid
LEMBAR DISPO5I5] SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai Maskah Dinas pun yang tergabung dalam berkas ini.
Momor Maskah Dinas - Siakus DiterimaTanggal :
Tanggal Naskah Dinas - Sifat Momor Agenda -
Lamgpiran : Jenis
Danri :
Hal :
SANGAT SEGERA SEGERA
Difteruskan Mepada © ...

DISPOSIS SESJEN KEPADAL

Karo Perencansan dan EKsuangan Haro FAanajsmen BMM darn Ses. Pengadilan Pajak

Karo Organta Pengadaan Ses. Homwas Perpajakan

Ko Hukum Har Lmum Ses Womie Stablitas  Sistem

Koo Achsokarsi Hepala Pusiniel HEuargan

Karo Sumber Daya Marusia Hepala PPPK Tenaga Pengial

Karo  Homunikasi dan  Layanan repala Pushaka Dirut LFOF

Informasi CTOTRETHP

Sekpn Sesjen

PETUMJUK:

Seluju Sesual Dengan Teilll & Pendapat Dijadwalkan

Eml=ntuan ¥ ang Berlaku Sesual Calatan Simpan

Tolak Sesual Dengan Ukntuk Perhatian Disiapkan

Ketentuan ¥ ang Berlaku inbuk Diios il Ingatian

Selesakan Sesual Edarkan Harap DihadiriD waik il

Dengan Kelentuan Yarg Bicaraikan Dengan Saya

Beriaiu Blicarakan Bersama Dan

Jvaain Sasual Dengan Laporkan HasBrya

Ketentuan ¥ ang Berlaku

Permaikl
CATATAN SESJEN C
Tgl. Penyeiesalan Diajukan Kemball Tgl :
Penerima Penerima
RISEOSISIHEPALADIED RISECSIS HEFALA DAGIAN
Hepada : Bagian 1,2, 3,4, 3 Mepada - Subbagian 1,32, 3,4
Petunjuk Petunjuk
Tgl. Penyelesalan Tal. Paryslessan
Penerimia Penerima:
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Petunjuk Pengisian Lembar Disposisi:

a. Isi kolom identitas Naskah Dinas (nomor, tanggal, dari, hal, dll),
dalam hal menggunakan aplikasi persuratan akan tercetak
otomatis.

b. Pilih salah satu sifat Naskah Dinas untuk ditindaklanjuti oleh
pejabat unit Eselon II terkait sesuai dengan tingkat kecepatan
penyampaian dan/atau keamanan Naskah Dinas.

c.  Struktur organisasi dan nomenklatur jabatan unit Eselon I atau
unit Non Eselon yang Setara dengan Unit Eselon I,
menyesuaikan dengan unit masing-masing.

d. Pengisian disposisi pimpinan unit Eselon I atau unit Non Eselon
yang Setara dengan Unit Eselon I, dilakukan dengan
memberikan tanda check (¥) kepada pejabat Eselon II atau
pejabat non Eselon yang setara dengan Eselon II yang akan
melaksanakan penugasan/ disposisi.

e. Pilih salah satu atau beberapa petunjuk pada lembar disposisi
berdasarkan arahan/ penugasan pimpinan unit Eselon I atau
unit Non Eselon yang Setara dengan Unit Eselon I, antara lain:

1) Setuju, bahwa pimpinan unit Eselon I atau unit Non Eselon
yang setara dengan Unit Eselon I menyetujui atas
konsep/dokumen /usulan yang diterima

2) Tolak, bahwa pimpinan unit Eselon I atau unit Non Eselon
yang setara dengan Unit Eselon 1 memberikan penolakan
atas konsep/ dokumen/usulan yang diterima, dan
penerima  disposisi dapat menindaklanjuti dengan
menyusun konsep naskah dinas penolakan untuk
ditandatangani oleh pimpinan unit Eselon I atau unit Non
Eselon yang setara dengan Unit Eselon L.

3) Selesaikan, merupakan penugasan yang dilakukan oleh
pimpinan unit Eselon I atau pejabat Non Eselon yang setara
dengan Unit Eselon 1 kepada penerima disposisi yang
bertujuan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang
berlaku sebagaimana permohonan/permasalahan yang
disampaikan melalui Naskah Dinas.

www.peraturan.go.id



2018, No.1388 6o

4) Jawab, merupakan penugasan yang dilakukan oleh
pimpinan unit Eselon I atau pejabat Non Eselon yang setara
dengan Unit Eselon [ kepada penerima disposisi yang
bertujuan untuk menindaklanjuti atas suatu
dokumen fusulan yang diterima

5) Perbaiki, penugasan yang dilakukan oleh pimpinan unit
Eselon I atau pejabat Non Eselon yang setara dengan Unit
Eselon I kepada penerima disposisi yang bertujuan untuk
memperbaiki dokumen fusulan yang diterima/ diusulkan.

6) Teliti dan Pendapat, bahwa penerima disposisi wajib
melakukan telaahan dan memberikan pendapat atas suatu
konsep/dokumen /usulan yang diterima dan
penyampaiannya dilakukan melalui Naskah Dinas pejabat
Eszelon II atau pejabat non Eselon yang setara dengan
Eselon II kepada pimpinan unit Eselon [ atau pejabat Non
Eselon yang setara dengan Unit Eselon L

7] Sesuai Catatan, merupakan penugasan tertentu/khusus
dari pimpinan unit Eselon [ atau pejabat Non Eselon yang
setara dengan Unit Eselon 1 kepada penerima disposisi
berdasarkan catatan yang diberikan.

8] Untuk Perhatian, merupakan arahan bahwa terhadap suatu
permasalah/ penugasan, diharapkan menjadi perhatian
bagi penerima disposisi agar dapat menindaklanjuti sesuai
dengan perkembangan informasi yang ada.

9) Untuk Diketahui, berarti bahwa terhadap suatu
permasalahan/penugasan, diharapkan dapat menjadi
catatan tersendiri dan diharapkan bagi penerima disposisi
mengetahui perkembangan atas suatu permasalahan.

10} Edarkan, merupakan arahan bahwa penerima disposisi
wajib menyampaikan informasi yang diperoleh kepada para
pejabat /staf yang berada dibawahnya.

11} Bicarakan Dengan Saya, merupakan arahan bahwa
penerima disposisi dimintakan pendapat/keterangannya
secara lisan terlebih dahulu dengan pimpinan Eselon I
atau pejabat non Eselon yang setara dengan Eselon II
sebelum menindaklanjuti suatu permasalahan.
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12) Bicarakan Bersama dan Laporkan Hasilnya, adalah artinya
pimpinan unit Eselon I atau pejabat Non Eselon yang setara
dengan Unit Eselon I meminta kepada penerima disposisi
untuk melakukan pembahasan bersama dengan pejabat
lainnya maupun dengan pejabat/staf di bawahnya,
kemudian melaporkan hasilnya kepada pimpinan unit
Eselon I atau pejabat Non Eselon yang setara dengan Unit
Eselon L.

13) Dijadwalkan dan disiapkan, merupakan arahan bahwa
dalam menindaklanjuti suatu permasalahan perlu
dijadwalkan pembahasan terlebih dahulu, dimana penerima
disposisi menyiapkan materi/ bahan tertentu yang terkait
dengan pembahasan suatu agenda.

14) Simpan, adalah penugasan pimpinan unit Eselon I atau
pejabat Non Eselon yang setara dengan Unit Eselon I guna
menyimpan dokumen/ barang tertentu.

15) Disiapkan, merupakan penugasan pimpinan unit Eselon I
atau pejabat Non Eselon yang setara dengan Unit Eselon I
kepada penerima disposisi guna menyiapkan materi/ bahan
tertentu dalam rangka pembahasan suatu masalah
maupun menindaklanjuti undangan dengan unit tertentu.

16) Ingatkan, merupakan penugasan pimpinan unit Eselon I
atau pejabat Non Eselon yang setara dengan Unit Eselon I
kepada  penerima  disposisi guna  menyampaikan
pemberitahuan terkait suatu masalah tertentu yang
melibatkan pimpinan maupun pejabat lain.

17) Harap dihadiri/diwakili, merupakan merupakan penugasan
pimpinan unit Eselon I atau pejabat Non Eselon yang setara
dengan Unit Eselon I kepada penerima disposisi guna
mewakili pimpinan unit Eselon I atau pejabat Non Eselon
yang setara dengan Unit Eselon I untuk hadir dalam suatu
pertemuan/ rapat.
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f. Catatan, merupakan uraian atau keterangan tambahan yang
disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I atau pimpinan unit
Non Eselon yang Setara dengan Unit Eselon I yang berisi
informasi tambahan/arahan tambahan selain penugasan yang
telah dizsampaikan melalui pemilihan petunjuk disposisi
sebagaimana dimaksud pada huruf e.

g Pengisian tanggal diterima, nama, dan paraf penerima yang
dilakukan oleh penerima dokumen sebagai lampiran disposisi
pimpinan unit Ezelon I atau pejabat Non Eselon yang Setara
dengan Eselon 1 kepada pejabat Eselon II atau pejabat non
Eselon yang setara dengan Eselon I1.

h. Pemilihan penerima disposisi yang dilakukan oleh pejabat
Eselon II atau pejabat non Eselon yang setara dengan Eselon IL
guna menyampaikan disposisi kepada pejabat Eselon III atau

pejabat non Eselon yang setara dengan Eselon II.
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Format Lembar Disposisi Pejabat Eselon II atau Pejabat Non Eselon yang

Setara dengan Eselon II

CETIUNG DULAMDA | LANTAN M 181 AN 0. WAHIDEN RHOROR

TELEFTIN 02 1] 34403730 (20 SALLFANY PESANAT T80, 3850143 FADSIRILE 3534 T84

LEMBAR DISPOSIS] KEPALA BIRO UMUM

PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai MNaskah Dinas pun yang tergabung dalam berkas ini.

KEMEMNTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO UMUM

ANCARTA 10710, KOTAK POS 21
srrLes wiww kamenkeu go.kd

Momor Maskah Dinas
Tanggal Maskah Dinas -
Lamipiran :

Sifat
Jenis

Status :

DiterimaTanggal
Momor Agenda

Dari :
Hal :

SANGAT SEGERA

SEGERA

D Ui BEOAE T s

DISPOSIS] KEPADA:

Kabag TU Kemenerian

Kabag Sumber Daya Manusia

Pejabat Fungsional ...

Salesakan Sessual
Dengan Kelenbuan ¥ang
Barlaku

Jawab Sesual Dengan
Helsnbuan Yang Berlaiu
Parbaiki

Tedith & Pendapat

CATATAN :

Kabag Rumah Tangga Kahag Dukungan Program dan
Kabag Heuangan Keglatan
Kabag Pariengkapan

PETUNJUK:
Satuju Sasual Dersgan Sesual Catatan Dijactwalarn
Kelentuan Yang Beslaiou Unbuk Perhatian Simpan
Tolak Sesual Dengan Unbuk Diketahul Dislapkan
Helzniuan Yang Beslaiou Edarkan Ingatkan

Bicarakan Derngan Saya
Bicarakan Bersama Dan
Laparan Haslinya

Harap DihadirlDiwakil

Tol Penyelssalan

Diiajukain Femball Tl

Pananima

Penerima

DISFOSEI5] KEFALA BAGLAN -

Kepada Subbagian 1, 2
Petunjuk

3 4

DISPOSIEI KEFAL A SUBBAGIAN -

Kepada :
Petunjuk

Tl Penyefesalan:

Tgl. Penyelesalar

Penarima

Penerimia
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Petunjuk Pengisian Lembar Disposisi:
a. Isi kolom identitas Naskah Dinas (nomor, tanggal, dari, hal, dll),
dalam hal menggunakan aplikasi persuratan akan tercetak
otomatis.
b. Pilih salah satu sifat Naskah Dinas untuk ditindaklanjuti oleh
pejabat Eselon II terkait sesuai dengan tingkat kecepatan
penyampaian dan/atau keamanan Naskah Dinas.
c.  Struktur organisasi dan nomenklatur jabatan unit Eselon I atau
unit Non Eselon yang Setara dengan Unit Eselon I,
menyesuaikan dengan unit masing-masing.
d. Pengisian disposisi pejabat Eselon II atau pejabat Non Eselon
yang setara dengan Eselon II, dapat dilakukan dengan
memberikan tanda check (v) kepada pejabat Eselon III atau
pejabat non Eselon yang setara dengan Eselon Il dan pejabat
fungsional yang akan melaksanakan penugasan/ disposisi.
Kolom pejabat fungsional diisi dengan nama pejabat fungsional
dimaksud.
e. Pilih salah satu atau beberapa petunjuk pada lembar disposisi
berdasarkan arahan/ penugasan pimpinan unit Eselon II atau
unit Non Eselon yang Setara dengan Unit Eselon II, antara lain:
1) Setuju sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa
pimpinan unit Eselon II atau unit Non Eselon yang setara
dengan Unit Eselon II menyetujui atas
konsep/dokumen /usulan yang diterima

2) Tolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa
pimpinan unit Eselon II atau unit Non Eselon yang setara
dengan Unit Eselon Il memberikan penolakan atas konsep/
dokumen/usulan yang diterima, dan penerima disposisi
dapat menindaklanjuti dengan menyusun konsep naskah
dinas penolakan untuk ditandatangani oleh pimpinan unit
Eselon II atau unit Non Eselon yang setara dengan Unit

Eselon IL.
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6)

7)

8)
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Selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
merupakan penugasan yang dilakukan oleh pimpinan unit
Eselon II atau pejabat Non Eselon yang setara dengan Unit
Eselon II kepada penerima disposisi yang bertujuan untuk
menindaklanjuti sesuai  ketentuan yang  berlaku
sebagaimana permohonan/permasalahan yang
disampaikan melalui Naskah Dinas.

Jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merupakan
penugasan yang dilakukan oleh pimpinan unit Eselon II
atau pejabat Non Eselon yang setara dengan Unit Eselon II
kepada penerima disposisi yang bertujuan untuk
menindaklanjuti atas suatu dokumen/usulan yang
diterima

Perbaiki, penugasan yang dilakukan oleh pimpinan unit
Eselon II atau pejabat Non Eselon yang setara dengan Unit
Eselon II kepada penerima disposisi yang bertujuan untuk
memperbaiki dokumen/usulan yang diterima/ diusulkan.
Teliti dan Pendapat, bahwa penerima disposisi wajib
melakukan telaahan dan memberikan pendapat atas suatu
konsep/dokumen /usulan yang diterima dan
penyampaiannya dilakukan melalui Naskah Dinas pejabat
Eselon III atau pejabat non Eselon yang setara dengan
Eselon III kepada pimpinan unit Eselon II atau pejabat Non
Eselon yang setara dengan Unit Eselon II

Sesuai Catatan, merupakan penugasan tertentu/khusus
dari pimpinan unit Eselon II atau pejabat Non Eselon yang
setara dengan Unit Eselon II kepada penerima disposisi
berdasarkan catatan yang diberikan.

Untuk Perhatian, merupakan arahan bahwa terhadap
suatu permasalah/ penugasan, diharapkan menjadi
perhatian  bagi penerima  disposisi dan  dapat
menindaklanjuti sesuai dengan perkembangan informasi

yang ada.
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9) Untuk Diketahui, berarti bahwa terhadap suatu
permasalahan/penugasan, diharapkan dapat menjadi
catatan tersendiri dan diharapkan bagi penerima disposisi
mengetahui perkembangan atas suatu permasalahan.

10) Edarkan, merupakan arahan bahwa penerima disposisi
wajib menyampaikan informasi yang diperoleh kepada para
pejabat/staf yang berada dibawahnya.

11) Bicarakan Dengan Saya, artinya penerima disposisi
dimintakan pendapat/keterangannya secara lisan terlebih
dahulu dengan pimpinan unit Eselon II atau pejabat Non
Eselon yang setara dengan Unit Eselon II sebelum
menindaklanjuti suatu permasalahan.

12) Bicarakan Bersama dan Laporkan Hasilnya, adalah artinya
pimpinan unit Eselon II atau pejabat Non Eselon yang
setara dengan Unit Eselon II meminta kepada penerima
disposisi untuk melakukan pembahasan terlebih dahulu
bersama dengan pejabat lainnya maupun dengan
pejabat/staf di bawahnya, kemudian melaporkan hasilnya
kepada pimpinan unit Eselon II atau pejabat Non Eselon
yang setara dengan Unit Eselon II.

13) Dijadwalkan dan disiapkan, merupakan arahan bahwa
dalam menindaklanjuti suatu permasalahan perlu
dijadwalkan pembahasan terlebih dahulu dengan pimpinan
unit Eselon II atau pejabat Non Eselon yang setara dengan
Unit Eselon II, dimana penerima disposisi menyiapkan
materi/ bahan tertentu yang terkait dengan pembahasan
suatu agenda.

14) Simpan, adalah penugasan pimpinan unit Eselon II atau
pejabat Non Eselon yang setara dengan Unit Eselon II
kepada penerima disposisi guna menyimpan dokumen/
barang tertentu.

15) Disiapkan, merupakan penugasan pimpinan unit Eselon 11
atau pejabat Non Eselon yang setara dengan Unit Eselon II
kepada penerima disposisi guna menyiapkan materi/
bahan tertentu dalam rangka pembahasan suatu masalah
maupun menindaklanjuti undangan dengan unit tertentu.
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16) Ingatkan, merupakan penugasan pimpinan unit Eselon II
atau pejabat Non Eselon yang setara dengan Unit Eselon II
kepada  penerima  disposisi pguna menyampaikan
pemberitahuan  terkait suatu masalah tertentu yang
melibatkan pimpinan maupun pejabat lain.

17) Harap dihadiri/diwakili, mempakan penugasan oleh
pimpinan unit Eselon II atau pejabat Non Eselon yang
setara dengan Unit Eselon II kepada penerima disposisi
guna mewakili pimpinan unit Eselon II atau pejabat Non
Eselon yang setara dengan Unit Eselon II untuk hadir
dalam suatu pertemuan/ rapat.

Catatan, merupakan uraian atau keterangan tambahan/arahan

tambahan yang disampaikan oleh pejabat Eselon II atau pejabat

Non Eselon yang setara dengan Eselon I guna menindaklanjuti

arahan/disposisi dari pimpinan unit Eselon I atau pimpinan

unit Non Eselon yang Setara dengan Unit Eselon I.

Pengisian tanggal diterima, nama, dan paraf penerima yang

dilakukan oleh penerima dokumen sebagai lampiran disposisi

pimpinan unit Eselon I atau pejabat Non Eselon yang setara
dengan Eselon II kepada pejabat Eselon II atau pejabat
fungsional.

Kolom isian petunjuk yang disampaikan oleh pejabat Eselon I

atau pejabat non eselon yang setara dengan Eselon III kepada

pejabat Eselon IV atau pejabat pejabat non eselon yang setara
dengan Eselon IV guna menindaklanjuti arahan/ disposisi dari
pimpinan.

Pengisian tanggal diterima, nama, dan paraf penerima yang

dilakukan oleh penerima dokumen sebagai lampiran disposisi

pimpinan unit Eselon III pejabat non eselon yang setara dengan

Eselon III kepada pejabat Eselon IV pejabat pejabat non eselon

yang setara dengan Eselon IV.
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